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BARI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara menurut Kranenburg (dalam Syafiie 2010: 79) adalah suatu sistem 

yang berkaitan mengenai tugas-tugas umum dan Struktur yang di atur, dalam 

usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan 

rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat. 

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga 

memiliki tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah 

pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam 

pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu 

sendiri menurut Ndraha (2003 : 7). 

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 

Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara 

Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.Maka wilayah Negara 

Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain 

bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. 

Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar 

Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

1 
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dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, 

yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah 

yang diatur dalan Undang-Undang. 

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal 

sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaran pememerintahan daerah 

yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.Pengaturan 

mengenai pemerintahan derah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal 

sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaran pememerintahan daerah 

yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.Pengaturan 

mengenai pemerintahan derah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas 

besamya pendapatan didaerah, tetapi pada dasamya pemerintah daerah adalah 

merupakan seperangkat pemerintah pusat didaerah dalam rangka melaksanakan 

dan mempermudah jalannya roda pemerintahan.Indonesia merupakan Negara 

kesatuan yang berbentuk Republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka 

dibentuk sistem Pemerintahan. 

Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu urusan pemerintahan 

Absolut Kemudian istilah lainnya adalah urusan pemerintahan Konkuren.Urusan 
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pemerintahan ketiga yang acla clalam unclang-unclang mi aclalah urusan 

pemerintahan umum. 

Berkaitan dengan kewenangan claerah yang kemudian dibuat clalam bentuk 

kebijakan, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke claerah kemudian 

dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib clan urusan 

pemerintahan pilihan.Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi clalam 2 bagian, 

pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayananan dasar 

dan urusan pemerintahan wajib yang ticlak berkaitan dengan pelayanan clasar. 

Arti dari urusan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayananan 

dasar mencakup biclang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, 

perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum clan masalah social 

Dengan demikian pembentukan pemerintah claerah sangat penting artinya 

untuk melaksanakan pelimpahan tugas clan wewenang oleh pemerintah pusat. 

Pembagian claerah-claerah atas wilayah besar clan kecil di Indonesia di atur oleh 

Pasal 18 Unclang-Unclang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari 

pembentukan pemerintah claerah provinsi clan kabupaten/kota. Sejalan dengan hal 

itu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Unclang-Unclang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas claerah-claerah provinsi, clan daerah 

provinsi dibagi atas kabupaten clan kota yang masing-masing mempunyai 

pemerintah daerah. 
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Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya 

lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini 

dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/K.ota dalam pelaksanaan 

pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga 

dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun 

tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan 

serta sumbangan pemikiran dari masyarakat. 

Kota pekanbaru yang merupakan salah satu dari kota besar yang ada di 

Indonesia, dan kota pekanbaru juga tidak lepas dari yang nama nya pelaksanaan 

otonomi daerah, dimana pekanbaru di tuntut untuk mampu mengelola system 

pemerintahan dalam menata dan memajukan daerah Kota Pekanbaru itu sendiri. 

Sebagai ibukota dari provinsi Riau, Pekanbaru menjadi salah satu kota 

yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Sebagai ibukota dan pusat 

pemerintahan provinsi Riau, Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota pusat 

perdagangan, industri dan jasa. Saat mt telah banyak dibangun sarana dan 

prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan 

masyarakat, baik itu pada sektor ekonomi ataupun sektor lainnya di provinsi Riau 

ini, khususnya kota Pekanbaru. Secara umum permasalahan pokok lingkungan 

strategis yang dihadapi pemerintah kota Pekanbaru yang perlu mandapat perhatian 

adalah besarnya arus urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan 

penduduk dengan segala implikasinya. Hal ini dikhawatirkan memunculkan 
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problema penduduk seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan 

perumahan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.Basis mata pencarian 

penduduk Pekanbaru meliputi sektor industri, pertambangan, jasa transportasi, 

dan sektor informal yang komposisinya mencapai lebih dari 80 persen dari 

struktur perekonomian Kota Pekanbaru. 

Pekerjaan masyarakat pada sektor informal ini sebenamya dapat dijadikan 

potensi pembangunan daerah.Salah satu potensi pembangunan daerah ini tercakup 

di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang perlu mendapat jaminan termasuk 

perlindungan, pembinaan dan pengaturan didalam melakukan usaha agar berdaya 

guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun tidak 

dapat dipungkiri keberadaan (PKL) yang terdapat hampir di setiap sudut kota 

Pekanbaru ini, bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi 

salah satu ciri dari wajah kehidupan kota Pekanbaru. 

Sebagian orang mungkin ada yang menganggap mereka sebagai 

sekelompok yang sangat mengganggu aktivitas mereka, merusak kebersihan atau 

keindahan pemandangan jalan.Di satu pihak para pedagang yang menggelar 

dagangan mereka disekitar bahu jalan, trotoar ataupun pada area yang tidak 

diperbolehkan berjualan memang kadangkala banyak menimbulkan kerugian bagi 

pengguna fasilitas umum karena dapat memberikan hambatan bagi mereka, 

misalnya para pejalan kaki yang ingin menggunakan trotoar untuk berjalan. 

Namun disisi lain keberadaan (PKL) ini juga memiliki efek yang positif 

jika mereka dibina dan ditata dengan baik, sehingga kualitasnya meningkat dan 

dapat dimanfaatkan oleh pemerintah karena sektor ini cukup potensial jika dibina 
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dengan baik. Keberadaan (PKL) juga memiliki kontribusi yang cukup besar 

terhadap perekonomian suatu daerah (Suharto: 2005: 198). Pentingnya keberadaan 

pedagang kaki lima antara lain adalah menciptkan peluang kerja dan usaha, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daya beli berbagai lapisan 

masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat mendukung 

berkembangnya semangat kewirausahaan. 

Mayoritas mata pencarian peduduk kota Pekanbaru, khususnya kecamatan 

Tampan tempat penulis melakukan penelitian ini adalah disektor perdagangan, 

termasuk pedagang kaki lima. Kondisi ini terlihat dari banyaknya jumlah (PKL) 

yang tersebar di pasar-pasar wilayah kota Pekanbaru. Untuk dapat menampung 

para (PKL) dalam melakukan aktivitas jual belinya pemerintah kota Pekanbaru 

menyediakan beberapa tempat atau lokasi untuk para pedaganng ini. 

Bisnis ritel atau usaha eceran di Indonesia telah mengalami kemajuan 

pesat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya toko, 

kantor, pabrik, dan jenis usaha lainnya. Kemajuan bisnis eceran di Indonesia 

diakibatkan karena adanya perkembangan usaha manufaktur serta peluang pasar 

yang cukup terbuka yang disebabkan oleh dampak dari lajunya kondisi ekonomi 

masyarakat.Perkembangan ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan 

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama yang ada di kota-kota besar 

salah satunya Kota Pekanbaru, dimana salah satunya perubahan itu adalah tempat 

belanjamasyarakat. 

Salah satu media dalam kegiatan ritel adalah pasar.Pasar adalah sebuah 

mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk 
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melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun 

penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan 

antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam 

tempat yang berbeda. Dalam pasar tidak pemah terlepas dari transaksi jual beli. 

Namun yang terjadi saat ini adalah dimana tidak terkontrolnya keberadaan 

pasar-pasar tradisional yang ada di perkotaan khususnya di kota pekanbaru, hal ini 

dapat dengan sangat mudah kita saksikan di setiap jalan-jalan di kota pekanbaru 

khususnya jalan HR.Soebrantas Panam yang yang menjadi focus penulis dalam 

penelitian ini. 

Dalam hal ini pemerintah di harapkan mampu memberikan penanganan 

untuk mengendalikan keberadaan pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas 

jualan di pinggir jalan, yang berakibat kepada membahayakan pengguna jalan dan 

mengakibatkan kemacetan. 

Kebijakan publik yang dimiliki oleh penerintah kota pekanbaru 

merupakanaturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Definisi ini 

menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan 

yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan Idealnya proses pembuatan 

kebijakan basil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga 

kebijakan tidak bersifat satu arah.Kebijakan bisa dibilang merupakan sebuah 

aturan dari pemerintah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, 

kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat 

membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudahdibuat. 



Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun perencanaan kota pada umumnya 

hanya melihat pada kegi.atan-kegi.atan formal saja. Pengambil kebijakan, dalam 

hal ini Pemerintah menyusun rencana tata lahan, bangunan dan linglcungan 

hanya untulc kegi.atan formal, seperti kawasan perumahan, perdagangan, industri 

dan sebagainya. Sehubungan dengan adanya sebuah kebijakan pasti tidak terlepas 

dari adanya sebuah pro dan kontra yang terjadi, apalagi yang kita ketahui 

kebijakan pemerintah mengenai para pedagang kaki lima yang semakin lama 

semakin banyak. Di setiap daerahpun pasti mempunyai persolannya tersendiri 

terkait para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah merupakan pihak 

yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah terutama tentang ketertiban dan keindahan kota. 

Pada dasarnya para pedagang mempunyai kepentingan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya tetapi disisi lain pemerintah mempunyai kewajiban 

melakukan penertiban untuk memper indah kota agar program yang sudah 

sudah di canangkan pemerintah dapat berjalan dengan seharusnya dan lancar 

tanpa terganggu oleh pihak-pihak manapun serta dapat bermanfaat juga bagi 

banyak orang. Keberadaan PKL sebenamya sangat membantu bagi masyarakat 

disamping mudah dicapai dan juga memberikan kemudahan mendapatkan barang 

dengan harga yang terjangkau, tetapi apabila suatu kota termasuk pekanbaru ingin 

terbebas dari Pedagang Kaki Lima khususnya di daerah pinggir jalan seperti JI.HR 

Soebrantas, maka pemerintah seharusnya memberikan lapangan pekerjaan yang 

layak dan lebih baik bagi para pelaku usaha PKL serta memberikan altematife 

tempat untuk membeli barang dagangan dengan harga yang terjangkau. 
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Setelah melihat banyak permasalahan diatas maka kebijakan 

pemerintahlah yang berperan penting dalam mengatasi ini semua, mengenai 

kebijakan pemerintah disini maka berarti segala sesuatu hal yang diputuskan oleh 

pemerintah.Disini dapat dilihat bahwa pemerintah memliki sebuah otoritas untuk 

membuat sebuah kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam hal ini pemerintah 

mempunyai kebijakan untuk melarang PKL sesuai dengan dikeluarkannya sebuah 

Perda daerah (Peraturan daerah) Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 Tentang 

Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima, beberapa poinnya yaitu: 

Pasal 1 ayat 4 dan 5 : 

(4). Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan 

atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usahadagang. 

Maksud dari pemyataan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah 

dimana Pedagang kaki lima adalah masyarakat yang melakukan 

aktivitas berjualan di daerah daerah yang berdekatan dengan jalan. 

Dan dalam hal ini Pedagang Kaki Lima yang penulis maksudkan 

adalah Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitas berjualan di 

sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. 

(5). Tempat usaha Pedagang yang berjualan di kaki lima (PKL) adalah 

tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota. 

Untuk penjelasan point nomor 5, Pemerintah kota pekanbaru telah 

menyediakan tempat untuk berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL) 

yang berada di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam, dan tempat 

tersebut di pusatkan di Belakang kawasan pusat perbelanjaan GIANT 

Panam, atau lebih tepatnya berada di sebelah Rumah Sakit Jiwa 

Tampan Kota Pekanbaru. 
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Lokasi Pasar Ukuran Kapasitas 
No Penampungan PKL I..apak Penampungan 

PKL 

1 Pasar Higenis Belakang 3X3M 350 I..apak MTC Giant Panam 
Pasar Pagi Simpang 

2 Arengka Sidomulyo 3X3M 75 Lapak 
Timur 

Sumber :Satuan Palisi Pamong Praja Kata Pekanbaru 2018 

Pasal 2 ayat 1 : 

(1 ). Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala daerah 

Pasal 3 ayat 1 : 

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap 

ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan 

keamanan disekitar tempatusaha. 

Pasal 7 ayat 1 : 

(1) Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan 

kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban 

memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan. 

Pengertian dari poin di atas adalah dimana fungsi walikota atau dinas 

yang di tunjuk adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat 

yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima agar mentaati Peraturan 

Daerah yang telah di buat. 

Mengenai pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan 

HR. Soebrantas Panam Pekanbaru memang sudah sangat membuat resah para 

masyarakat yang menjadi pengguna jalan di area tersebut, dan dengan melakukan 

kegiatan berjualan di pinggir jalan seperti itu telah melanggar Peraturan daerah 

yang mana telah diatur dalam Perda Pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang 

Ketertiban Umum. Disebutkan bahwa di perda tersebut dilarang menempatkan 

bendalbarang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat- 
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tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, 

kecuali di tempat-tempat yang dizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mana dalam hal ini bertugas 

sebagai pelaksana Peraturan Daerah yang di buat oleh pemerintah kota Pekanbaru 

seharusnya mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan Sosialisasi, 

Penyuluhan dan juga penertiban kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang 

melakukan aktivitas mereka di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam Kota 

Pekanbaru yang telah lama menguasai pinggir jalan di daerah tersebut sehingga 

berdampak ke masyarakat yang menggunakanjalan di daerah tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi 

Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat. 

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas 

menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan 

tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi 

Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut: 

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi 

masyarakat dan tugas pembantuan lainnya. 
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2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas 

sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan 

fungsinya sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja 

dan perlindungan masyarakat. 

b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong 

praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan 

daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan 

walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik 

pegawai negri sipil daerah/atau aparatur lainnya. 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan 

hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota. 

f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal 

(SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan 

Daerah) 

g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan 

dan penyebarluasan produk hukum daerah. 

h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan 

tamu Negara. 

i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum 

teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubemur Dan Walikota. 

k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah 

dan/atau kegiatan yang berskala massal. 

I. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. 
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m. Pelak:sanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh 

walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

Dari penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru di atas dapat penulis 

mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru 

merupakan wewenang dari Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru, dalam hal 

ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban, yang mana apabila di 

kaitkan kepada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu Peranan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi di 

Jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru) 

Untuk melaksanakan peraturan yang telah di tetapkan sebagaimana 

penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Pekanbaru telah menyusun aturan-aturan yang di tetapkan di 

dalam internal organisasi yang bertujuan agar tugas dan fungsi yang di bebankan 

dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan organisasi, dan 

adapun peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan 

Walikota Pekanbaru di atas adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru 

Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebutkan bahwa 

bagian-bagian yang perlu di awasi dan di lakukan penertiban adalah segala hal 

yang telah di atur dalam Perda Kota pekanbaru, dan adapun ruang lingkup 

kegiatan ketertiban ditempat umum serta ketentraman masyarakatyang di lakukan 

oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah: 
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Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari 

pembinaan dan operasi penertiban umum. Kegiatannya terdiri dari : Tertib tata 

ruang, Tertib jalan, Tertib angkutan jalan dan Angkutan sungai, Tertib jalur hijau, 

Taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai, tertib 

lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib social, 

tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peran serta 

masyarakat dan ketentuan lain-lain yang mana sepanjang telah di tetapkan dalam 

peraturan daerah masing-masing. (Sumber : Peraturan Kepala Satpol PP Kota 

Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2017) 

Didalam melakukan pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan oleh 

Walikota Pekanbaru yang di atur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 

Tahun 2016, Kepala Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru menetapkan 

ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas di lapangan, adapun 

ketentuan-ketentuan yang mengatur Prosedur dalam menertibkan tempat hiburan 

umum adalah sebagai berikut: 

1. Ketentun Pelaksanaan (Urn um) 

Ketentuan umum pelaksanaan kegiatan penertiban umum dan 

ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Setiap petugas yang bertugas di lapangan untuk kegiatan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat harus memiliki 

pengetahuan/wawasan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya. 

b. Dapat berkomunikasi dan penyampaikan pesan serta informasi 

dengan baik dan benar. 

c. Bertanggung jawab, santun, berwibawa dan percaya diri. 

d. Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat. 
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e. Bersedia menerima masukan dan kritik dari masyarakat, mampu 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan 

memberikan alternative terhadap permasalahan tersebut tanpa 

mengurasi tugas pokoknya. 

f. Memiliki sifat yang ulet dan tahan uji. 

2. Ketentuan Pelaksanaan (Khusus) 

Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki pengetahuan dasar dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat yakni : 

a. Pengatahuan tentang tugas-tugas pokok. 

b. Paham akan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah. 

c. Paham akan dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum. 

3. Tahap, Bentuk Dan Cara Pelaksanaan Pembinaan 

Tahapan pembinaan ketertiban umum dilaksanakan bertahap dan 

berkesinambungan dan harus memenuhi: 

a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, 

kelompok/badan usaha. 

b. Penetapan waktu pelaksanaan pembinaan, perencanaan dengan 

penggalangan waktu tersebut di tunjukkan agar tiap kegiatan yang 

akan di lakukan memiliki batas waktu yang jelas dan 

mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang 

dilakukan. 

c. Penetapan materi pembinaan agar maksud dan tujuan pembinaan 

dapat tercapai dan terarah. 

d. Penetapan tempat pembinaan, disesuaikan dengan kondisi 

lapangan. 

Adapun tahapan bentuk dan metode pembinaan yang dilakukan adalah: 

a. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat 

yang telah di tetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan 
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bimbingan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum Liannya. 

b. Mengundang/Memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya 

telah melanggar ketentuan dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan 

Kepala Daerah, dan Produk Hukum Lainnya untuk memberikan 

arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah di lakukan 

mangganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Secara 

Umum. 

c. Seluruh anggota Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai 

kewajiban moral menyampaian informasi dari himpunan yang terkait 

dengan peraturan daerah dan produk hukum lainnya kepada 

masyarakat. 

d. Selain itu kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan: 

a. Media massa, Baliho, Reklame, Spanduk dan media elektronik 
seperti radio dan televise. 

b. Pembinaan yang dilakukan di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, 
dan Kecamatan. 

4. Teknis perisiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. 

a. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang 
melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang 
melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila 
dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum 
juga di indahkan. 

c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan yang melanggar 
ketertiban umum, apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran 
kedua dilakukan belum juga di indahkan. 

d. Memberikan suratan pertama, kedua dan ketiga jika peringatan 
tidak di indahkan. 

e. Jika surat ketiga tidak di indahkan, maka dapat di lakukan 
penertiban secara paksa. 
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5. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penertiban. 

a. Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan 

instansi terkait, antara lain alat Negara, instansi terkait, PPNS, 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa. 

b. Teknik Pelaksanaan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru: 

c. SOP Penertiban Secara Paksa. 

6. SOP Pengawasan dan Penyuluhan 

1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja. 
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan. 
3. Melaksanakan penyuluhan. 
4. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan 

petunjuk operasional bidang pembinaan, pengawasan dan 
penyuluhan; 

5. Membagi tugas kepada bawahan. 
6. Memberi petunjuk kepada bawahan. 
7. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas. 
8. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, 

sosialisasi dan bimbingan teknis; 
9. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang 

diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih 
lanjut; 

10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun 
tertulis; 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dengan demikian maka penertiban tentunya perlu dilakukan dalam rangka 

peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang telah di 

tetapkan, namum tindakan tersebut hanya bersifat sementara.Sementara untuk 

keputusan yang laksanakan keputusan akhir terkait dengan pelanggaran 

merupakan kewenangan dari pihak yang berwenang.Penyidikan dan penertiban 

yang dilakukan oleh Kepolisian Satpol PP Kota Pekanbaru merupakan kegiatan 

Non Yustisial. Penertiban paksa yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan 

cara membongkar semua tempat-tempat pedagang kaki lima yang illegal dan 
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mengganggu kenayamanan pengguna jalan, dan tentunya menyediakan dan 

memindahkan usaha mereka ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, 

tentunya dipungut biaya retribusi, untuk kebersihan dan meningkatkan 

pembangunan tempat berjualan lebih kurang Rp. 3.500/hari 

Dari penjelasan peraturan daerah dan juga Peraturan Pemerintah di atas 

dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota 

Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 

dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban, yang mana 

apabila di kaitkan kepada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pengawasan 

dan penertiban terkait pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas jualan di 

sepanjangjalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. 

Dari basil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dan juga di 

dukung dengan pemberitaan di media sosial, penulis menemukan permasalahan­ 

permasalahan yang terjadi sehingga berdampak tidak tekendalinya pertumbuhan 

PKL (Pedagang) yang berjualan di sepanjang JL.HR.Soebrantas Panam Kota 

Pekanbaru.dan masalah masalah tersebut di akibatkan ketidak tauan masyarakat 

akan dampak yang di akibatkan dari aksi berjualan sembarangan yang mereka 

lakukan, dan kurangnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah 

daerah dimana dalam hal ini yang di amanatkan kepada Polisi Satpol PP Kota 

Pekanbaru. Adapun fenomena-fenomena yang menjadi dasar penulis melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Observasi awal yang penulis lakukan, penulis masih 

menemukan Pegadang Kaki Lima yang melakukan aktivitas berjualan 
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di sepanjang bahu jalan dan juga trotoar jalan Hr. Soebrantas Panam 

Kota Pekanbaru. Hal ini dapat kita nilai bahwa masih kurang 

berperannya Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap 

pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. 

2. Penulis mengindikasikan bahwa pegadang (PKL) yang malakukan 

aktivitas berjualan di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam Kota 

Pekanbaru tidak memiliki izin dari pemerintah Kota Pekanbaru. 

3. Penulis Mengindikasikan bahwa Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru 

dimana Satuan Kepolisian Pamong Praja Pekanbaru belum 

melaksanakan fungsinya dengan maksimal dalam hal melakukan 

penertiban kepada Pedagang kaki lima di sepanjang jalan 

HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. 

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan 

fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurangnya peran dari 

Satpol PP dalam melakukan penertiban dan pengawasan terkait keberadaan 

Pedagang Malam di Pekanbaru, karena hal ini juga berdampak dengan keamanan 

dan kenyamanan pada pengguna jalanjadisesuai dengan keadaan inilah yang 

membuat peneliti tertarik untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang 

dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan 

melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di jalan 

HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja 

Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Di Jalan 

HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) ". 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, Maka Satuan Polisi Pamong Praja 

Merupakan Aspek yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan juga 

kenyamanan di tengah masyarakat Kota Pekanbaru, berdasarkan permasalahan 

yang ada di atas dan juga berdasarkan penjelasan penulis di atas, maka penulis 

merumuskan perrnasalahannya sebagai berikut:"Bagaimanakah Penertiban 

Pedagang Kaki Lima Malam Di Jalan HR.Soebrantas Panam Kota 

Pekanbaru yang di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru? " 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Bertujuan untuk Meneliti Tentang Peran Satpol PP dalam melakukan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima Malam Di Jalan HR.Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru. 

2. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kendala­ 

kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Malam Di Jalan 

HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. 

a. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Praktis: Penelitian rm diharapkan dapat memacu 

perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya 

inventaris basil-basil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan, 

2. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi 

dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di 

bidang yang sama. 
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3. Secara Akademis: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam 

melaksanakan kebijakan terkait penertiban Pedagang Kaki Lima 

Malam di Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. 



BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Studi Kepustakan 

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas 

konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep 

teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan 

variabel yang diteliti untuk membantu memecahlan permasalahan. 

1. Konsep Pemerintahan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan 

pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. 

Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang- 

undangan. 

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang 
memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan 
sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga 
setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada 
saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah anatara 
lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah. 

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan 

sebagai berikut: 

Pemerintahan memiliki dua pengertian: di satu pihak dalam arti "fungsi 
pemerintahan" (kegiatan memberikan Perintah), di lain pihak dalam arti 
"organisasi pemerintahan" (kumpulan dari kesatuan-kesatuan 
pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari 
berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, 
ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum 
perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari 
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penguasa politik clan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di 
dalamnya. (Hadjon, 2005 :6-8) 

Dengan demikian pengertian sederhana dapat ditandaskan kembali bahwa 

pemerintahan sesungguhnya merupakancara untuk mengatur kehidupan bersama 

secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati bersama 

2. Konsep Ilmu Pemerintahan 

Menurut Rosenthal (dalam Ndraha 2005;321) merumuskan ilmu 

pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur- 

struktur dan proses-proses itu secara internal maupun eksternal. Sedangkan Brasz 

merumuskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari cara bagaimana 

lembaga-lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan, baik secara 

internal dan maupun eksternal, yaitu terhadap warga Negara. 

Selanjutnya Syafie (2005;36) mendefinisikan ilmu pemerintahan 

mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin 

bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara 

lembaga seta yang memerintah dengan yang diberikan perintah. 

3. Konsep Organisasi Pemerintahan 

ilmu pemerintahan dibagi menjasi dua pengertian. Y aitu dalam arti sempit 

dan arti luas, dalam arti luas pemerintah rterdiri atas 4 lembaga, yaitu eksekuti, 

legislatif,yudikatif dan Auditif., sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai 

Suatu bada Yitu Eksekutif saja 

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang 

merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran 

organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat 
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banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan clan kesadaran rasional dari 

anggota sesuai dengan kemampuan clan spesialisasi mereka masing-masing. 

"Menurut Robbins (1994: 4) mengatakan bahwa Organisasi adalah 
kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan 
yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terns 
menerus untuk mencapi suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan" 

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2005 : 12) organisasi 

dapat diartikan sebagai suatu penghubung satuan-satuan kerja yang memberikan 

mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan, jadi 

dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan 

kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh 

badan usaha. 

4. Konsep Manajemen Pemerintahan 

Definisi konsep manejemen yang menunjukkan secara eksplisit 

esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan 

yang dikemukaan oleh The Liang Gie ( dalam Zulkifli 2009; 16) menurutnya 

manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan 

penataan yang berupa penggerakan orang orang clan pengerahan fasilitas kerja 

agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa 

manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama: Perencanaan, 

Pembuatan keputusan, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengontrolan clan 

Penyempurnaan. 

Manajemen diibaratkan sbagai suatu seni (Art) clan sebagai suatu ilmu 

pengetahuan, tetapi banyak para pendapat clan para ahli berbeda pendapat tentang 
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manajemen. Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu : 

1. Kesuksesan dalam mencapai tujuan. 

2. pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri. 

3, Pelaksanaan sebagai suatu faktor keberhasilan tujuan. 

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) Manajemen yaitu proses 

Pelaksanaan proses kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai 

kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan menejerial untuk 

memperoleh suatu basil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan­ 

kegiatan orang lain. 

Manullang (2002 ; 3), Bila mempelajari literatur manajemen, maka akan 

ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses,kedua, manajemen 

sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas manajemen,dan ketiga 

manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu. 

Pendapat Budiyono (dalam Terry,2004;7) mendefinisikan manajamen 

merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan yang dilakukan untuk 

menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Menurut pendapat Siagian (2003;5), mengatakan, manajemen dapat 

didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan 

berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau 

keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh 

sesuatu basil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang 

lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai 

tujuan bersama.Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan 
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manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi 

dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep menejemen. 

5. Konsep Peranan 

Peranan yaitu Kumpulan prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena 

suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. 

Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan 

harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja 

tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk 

berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan 

mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan 

pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10). 

Sukanto (2002 ;269) menjelaskan bahwa peranan dianggap penting karena 

ia mengatur prilaku seseorang pada batasan-batasan tertentu dapat meramalkan 

perbuatan orang lain serta mengatakan bahwa peranan mencakup pada tiga hal 

yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan dapat juga diakatakan sebagai perilaku individu yang penting 

struktur sosial masyarakat. 
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Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa peranan adalah prilaku yang 

ditunjukan oleh seorang karena kewajiban dari jabatan atau pekerjaannya.Dalam 

peran yang berhubungan dengan pekerjaannya seseorang diharapkan menjalankan 

kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaanya.Kecamatan sebagai organisasi 

publik yang dipimpin oleh seseorang camat juga mempunyai peran membina 

perangkat desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai seorang 

pemimpin hams mengambil langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang akan 

diambil dalam membina perangkat kepenghuluan. 

6. Pengertian Pedagang Kaki Lima 

PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan 

kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) 

diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).Ada pendapat yang menggunakan 

istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering 

ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki 

terse but adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki 11 (yang sebenamya adalah 

tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan 

roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai 

dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar 

adalah fenomena yang cukup barn (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi 

oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telor) dan gelaran (seperti 

tukang obatjalanan). (id.Wikipedia, 2018) 

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia 

Belanda, tepatnya pada saat Gubemur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia 

mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak 
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sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota . Peraturan 

ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan 

kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang 

informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak 

dikenal dengan dengan "kaki lima" dan pedagang yang berjualan pada tempat 

tersebut dikenal dengan sebutan "pedagang kaki lima" atau PKL. 

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang 

bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda 

dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. 

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. 

Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang 

dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalanan kaki. Lehar ruas untuk 

pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun 

setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak 

dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah 

pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika 

merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. 

7. Konsep Pemerintahan Daerah 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan 

pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: 

Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang di atur 
dengan Undang-Undang" 
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Pemerintahan Daerah yaitu "Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah claerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluasluasnya clalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud clalam Unclang-Unclang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan claerah ticlak bisa 

dilepaskan dari pemahaman pengertian pemerintahan itu sendiri clalam artian yang 

lebih luas. Bagir Manan (2001: 100-102) mengemukakan, bahwa: 

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan 
jabatan dalam suatu organisasi.Dalam organisasi Negara, pemerintahan 
sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti 
jabatan eksklusif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra 
struktur lainnya.Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja 
tetap yang berisi wewenang tertentu.Kumpulan wewenang memberikan 
kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.Karena itu 
jabatan eksklusif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, clan lain-lain sering 
juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan 
yudikatif, clan lain-lain. (2frameit.blogspot.com/kerangka - teori­ 
pemerintahan) 

Ndraha (2003:45), pemerintahan Yaitu Proses pemenuhan kebutuhan 

manusia sebagai consumer produkproduk pemerintahan, akan pelayanan publik 

dan pelayanan sipil; badan yang berfungsi sebagai prosesor. Pengelola clan 

povider-nya disebut pemerintah; consumer yang memproduk-produk 

pemerintahan disebut sebagai yang diperintah; hubungan antara yang memerintah 

dengan yang diperintah disebut sebagai hubungan pemerintahan. 

Berclasarkan pemikiran yang telah dikemukakan oleh para ahli 

pemerintahan claerah aclalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan didaerah 

otonom, dijalankan oleh semua sumber daya aparatur di clalam pemerintahan 

claerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya aparatur 

claerah yang baik sejatinya akan clapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. 
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Tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik maka mekanisme berjalannya 

pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Pengertian baik yang dimaksud 

adalah pertama, terjaganya mentalitasnya atau adanya moral yang baik dalam arti 

jujur, mempunyai ras tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya dandapat 

bersikap sebagai abdi masarakat atau public servant. Kedua, memiliki kecakapan 

atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya 

8. Konsep Ketertiban 

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana 

tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang 

ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang 

berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah.Walaupun peraturan­ 

peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang melanggar peraturan­ 

peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan 

perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu.Segala peraturan-peraturan 

tentang pelanggaran ( overtredingen), kejahatan (misdrijven), dan sebagainya 

diatur dalam hukum pidana (strafrecht) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

Ketertiban umum atau public policymemang sering ditemui dalam 

sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski demikian, 

sayangnya kita tidak akan menemukan definisi ataupun batasan dari ketertiban 

umum di dalam peraturan perundang-undangan. 
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9. (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Melakukan 
Penertiban 

Berclasarkan Peraturan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 

2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebutkan bahwa bagian- 

bagian yang perlu di awasi dan di lakukan penertiban aclalah segala hal yang 

sudah di atur dalamPercla Pekanbaru, dan aclapun ruang lingkup kegiatan terkait 

dengan pelaksanaan ketertiban clan ketentraman masyarakatyang di lakukan oleh 

pihak Satpol PP Pekanbaru aclalah: 

Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari 

pembinaan clan operasi penertiban umum. Kegiatannya terdiri clari : Tertib tata 

ruang, Tertib jalan, Tertib angkutan jalan clan Angkutan sungai, Tertib jalur hijau, 

Taman clan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam clan pinggir pantai, tertib 

lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib social, 

tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peran serta 

masyarakat clan ketentuan lain-lain yang mana sepanjang telah di tetapkan dalam 

peraturan daerah masing-masing. (Sumber : Peraturan Kepala Satpol PP Kota 

Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2017) 

Diclalam melakukan pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan oleh 

Walikota Pekanbaru yang di atur clalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 

Tahun 2016, Kepala Satpol PP Pekanbaru menetapkan ketentuan-ketentuan yang 

mengatur pelaksanaan tugas di lapangan, aclapun ketentuan-ketentuan yang 

mengatur Prosedur clalam menertibkan tempat hiburan umum aclalah sebagai 

berikut: 
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12. Ketentun Pelaksanaan (Umum) 

Ketentuan umum pelaksanaan kegiatan penertiban umum clan 

ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut: 

g. Setiap petugas yang bertugas di lapangan untuk kegiatan ketertiban 

umum dan ketentraman. 

h. Mampu berkomunikasi dalam penyampaikan pesan serta informasi 

dengan baik dan benar. 

1. Bertanggung jawab, santun, berwibawa clan percaya diri. 

J. bisa menarik simpati masyarakat. 

k. Bersedia menerima masukan clan kritik dari masyarakat, mampu 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan clan 

memberikan alternative terhadap permasalahan tersebut tanpa 

mengurasi tugas pokoknya. 

I. Memiliki tekun, mampu membaca situasi clan menempatkan diri 

dengan baik, memiliki suri taulaclan yang dapat di contoh oleh 

aparatur lain clan masyarakat serta ramah, sopan clan santun serta 

menghargai pendapat orang lain. 

13. Ketentuan Pelaksanaan (Khusus) 

7. Tahap Dan Cara Pelaksanaan Pembinaan 

Adapun tahapan bentuk clan metode pembinaan yang dilakukan 

adalah: 

a. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota 

masyarakat yang telah di tetapkan sebagai sasaran untuk 

memberikan arahan dan bimbingan akan arti pentingnya ketaatan 

terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk 

Hukum Liannya. 

b. Mengundang/Memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya 

telah melanggar ketentuan dari ketentuan Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah, dan Produk Hukum Lainnya untuk 

memberikan arahan clan pembinaan bahwa perbuatan yang telah 
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di lakukan mangganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat Secara Umum. 

c. Seluruh anggota Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai 

kewajiban moral menyampaian informasi dari himpunan yang 

terkait dengan peraturan daerah dan produk hukum lainnya 

kepada masyarakat. 

d. Selain itu kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan: 

8. Teknis perisiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. 

9. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penertiban. 

a. Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan 

instansi terkait, antara lain alat Negara, instansi terkait, PPNS, 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa. 

b. Teknik Pelaksanaan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru: 

• Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan 

sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

• Menegur dan mengingatkan masyarakat dengan sopan. 

• Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum 

yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. 

• Apabila badan hukum/orang melanggar diberikan surat 

teguran. 

c. SOP Penertiban Secara Paksa. 

1) Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang 

akan di tertibkan. 

2) Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoodinasi 

dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta 

masyarakat setempat. 
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3) Melakukan kegiatan pemantauan. 

4) Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk 

menentukan waktu dan saat yang di anggap tepat untuk 

melakukan kegiatan penertiban. 

5) Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang 

akan melakukan penertiban bahwasanya dalam kegiatan 

penertiban, petugas harus, bersikap tegas namum tidak arogan, 

tidak melakukan kekerasan, menjunjung tinggi HAM, 

mematuhi pimpinan, mempersiapkan sarana operasional, dan 

kebutuhan serta hal hal lainnya. 

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat 

terhadap peraturan yang telah di buat oleh kepala daerah, namum tindakan 

tersebut hanya bersifat sementara.Sementara untuk keputusan final atas 

pelanggaran merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang. 

Penyidikan dan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota 

pakanbaru merupakan kegiatan Non Yustisial. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi 

Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat. 

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas 

menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan 

tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
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Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi 

Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut: 

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi 

masyarakat dan tugas pembantuan lainnya. 

2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas 

sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan 

fungsinya sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi 
pamong praja dan perlindungan masyarakat. 

b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi 
pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 

c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan 
peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat. 

d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan 
peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik 
Indonesia, penyidik pegawai negri sipil daerah/atau aparatur 
lainnya. 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau 
badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Walikota. 

f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal 
(SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan 
Peraturan Daerah) 

g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan 
pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah. 

h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat 
Negara dan tamu Negara. 

1. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum 
teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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J. Pengamanan clan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
clan Pemilihan Gubemur Dan Walikota. 

k. Pengamanan clan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah 
dan/atau kegiatan yang berskala massal. 

1. Pembinaan clan Pemberclayaan anggota Satuan Polisi Pamong 
Praja dalam rangka pelaksanaan tugas clan pencapaian tujuan 
orgamsasi, 

m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan 
oleh walikota sesuai dengan prosedur clan ketentuan Peraturan 
Perunclang-unclangan. 

Dari penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru di atas clapat penulis 

mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru 

merupakan wewenang clari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), clalam hal ini 

adalah melakuk:an pengawasan clan juga penertiban, yang mana apabila di kaitkan 

kepacla penelitian yang akan penulis lakukan yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong 

Praja Dalam Penertiban Peclagang Kaki Lima (Studi di Jalan HR.Soebrantas Kota 

Pekanbaru) 

Pacla masing-masing Biclang yang acla di struktur organisasi Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Pekanbaru telah di tetapkan tugas masing-masing bidang 

tersebut, clan untuk mengukur pelaksanaan penertiban peclagang kaki lima, maka 

biclang yang paling dominan melakukan kegiatan adalah Biclang Operasi clan 

Ketertiban Masyarakat, yang mana Biclang ini memiliki tugas clan fungsi berikut: 

1. Biclang operasi clan ketertiban masyarakat mempunyai tugas 

membantu sebagian tugas kepala satuan clalam melaksanakan sub 

urusan operasi clan ketertiban masyarakat. 

2. Biclang operasi clan ketertiban masyarakat clalam melaksanakan tugas 

sebagaimana di maksud pada a yat ( 1) menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan, Perencanaan clan pelaksanaan program kerja. 
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2. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi clalam menegakkan 

Peraturan Daerah. 

3. Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama dengan aparat terkait 

penegakan Peraturan Daerah. 

4. Pelaksanaan Pemecahan Permasalahan yang berkaitan dengan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

5. Pelaksanaan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban 

umum clan ketentraman masyarakat. 

6. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan Penyelenggaraan Patroli. 

7. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas clan fungsinya. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 11.1 : Penelitian Terdahulu 

Nama 
Peneletian Judul Tahun Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 
Fredi 

Anton 

Saputro 

Peranan Satuan 
Polisi Pamong 
Praja Dalam 
Mengimplementas 
ikan Peraturan 
Daerah Tentang 
Pedagang Kaki 
Lima Di 
Surakarta. 

2013 Focus Penelitian 
berada pada satu 
instansi yaitu 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 
(Satpol PP), dan 
kebijakan yang di 
teliti adalah 
kebijakan yang 
berkaitan dengan 
penertiban 
Pedagang Kaki 
Lima. 

Perbedaan 
antara penulis 
dengan 
penelitian 
terdahulu 
terletak pada 
populasi 
penelitian dan 
tahun 
dilaksanakanny 
a penelitian, 
dimana penulis 
melakukan 
penelitian di 
Kota 
Pekanbaru. 

Aldi Julian 

Loebaloe 

Peranan Satuan 
Polisi Pamong 
Praja Dalam 
Menertibkan 
Pedagang Kaki 
Lima Di Kota 
Denpasar Pada 
Tahun 2014. 

2014 Focus Penelitian Perbedaan 
berada pada satu antara 
instansi yaitu penelitian 
Satuan Polisi terdahulu 
Pamong Praja dengan yang 
(Satpol PP), dan penulis tulis 
memiliki saat ini adalah 
peraturan yang dimaana lokasi 
juga sama yaitu penelitian yang 
temtang dilakukan oleh 
Ketertiban penelitian 
Umum terkait terdahulu 
keberadaan PKL adalah di Kota 

di 

Denpasar Bali, 
sementara 
penulis 
melakukan 
penelitian 
Kota 

Kaki Pekanbaru 
Pada Tahun 
2018. 

dan kebijakan 
yang di teliti 
adalah kebijakan 
yang berkaitan 
dengan 
penertiban 
Pedagang 
Lima. 



39 

Nama Judul Tahun Persamaan Perbedaan Peneletian 
1 2 3 4 5 

Fruiil Pelaksanaan 2015 Focus Penelitian Perbedaan 

Muhammad Tu gas Satpol pp berada pada satu antara 
Dal am instansi yaitu penelitian 
Menertibkan Satuan Polisi terdahulu 
Pedagang Mobil Pamong Praja dengan yang 
Keliling (Satpol PP), clan penulis tulis 

kebijakan yang di saat ini adalah 
teliti adalah objek yang 
kebijakan yang diteliti yaitu 
berkaitan dengan penuli meneliti 
penertiban ten tang 
Pedagang Kaki penertiban 
Lima. pedagang kaki 

lima sedangkan 
penelitian 
terdahulu 
meneliti 
ten tang 
menertibkan 
pedagang 
mobil keliling. 
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Geovani Implementasi 2014 Focus Penelitian Perbeclaan 
Percla No. 5 Tahun beracla pacla satu antara 

Meiwancla 2002 Tentang instansi yaitu penelitian 
Ketertiban Umum Satuan Polisi terclahulu 
Di Kota Pamong Praja dengan yang 
Pekanbaru (Studi (Satpol PP), clan penulis tulis 
Kasus Peclagang memiliki saat ini adalah 
Kaki Lima) peraturan yang penulis focus 

juga sama yaitu pacla peranan 
tern tang Satpol pp 
Ketertiban clalam 
Umum terkait melakukan 
keberadaan PKL. penertiban 

sedangkan 
Penelitian 
terclahulu 
berfokus 
pelaksanaan 
Percla No. 5 
Tahun 2002 
ten tang 
ketertiban 
um um. 

Bonni Efektivitas 2017 Focus Penelitian Perbeclaan 
Kinerja Satuan beracla pacla satu antara 

Edwandar Polisi Pamong instansi yaitu penelitian 
Praja Dal am Satuan Polisi terclahulu 
Penertiban Pamong Praja dengan yang 
Peclagang Kaki (Satpol PP), clan penulis tulis 
Lima (Studi Kasus kebijakan yang di saat ini adalah 
Pasar Kodim Kota teliti aclalah menilai 
Pekanbaru) kebijakan yang efektivitas 

berkaitan dengan kinerja Satpol 
penertiban pp dalam 
Peclagang Kaki Penertiban 
Lima. Peclagang Kaki 

Lima (Studi 
Kasus Pasar 
Ko dim Kota 
Pekanbaru) 
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Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka penulis menemukan 

beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan, dan adapun 

perbedaan yang penulis lihat adalah : 

1. Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, sementara penelitian 

terdahulu di atas melakukan penelitian di Daerah Kota Y ogyakarta 

dan Denpasar Bali, dan perbedaaan penulis dengan penelitian 

terdahulu juga di lihat dari subjek atau objeknya. 

2. Focus penelitian yang penulis kerjakan adalah meneliti tentang 

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban 

Pedagang Kaki Lima, sementara Penelitian Terdahulu di atas Focus 

Penelitiannya adalah Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah pada 

masing-masing penelitiannya. 
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 11.1: Kerangka Pikir. 

Kebijak Publik 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru 

Peranan Polisi Pamong Praja Dalam 
Melakukan Penertiban 

Berdasarkan Levinson (1994) dalam Soerjono Soekanto, bahwa 

Peranan dapat diukur : 

1) Peranan meliputi nonna-nonna yang berhubungan dengan posisi 
atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Perananjuga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 
bagi struktur sosial masyarakat. 

Aspek Role/Aturan: 

1. Perwako No. 96 Tahun 2016 
entang Pembagian Tugas dan Fungsi Bidang 

Operasi dan Ketertiban 
2. Perda No. 11 Th. 2001 Pasal 15 Tentang 

Bidang Operasi dan Ketertiban masyarakat: 
a. Penyusunan, Perencanaan dan 

Pelaksanaan Program Kerja 
b. Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi 

dalam menegakkan Perda. 
c. Pelaksanaan Koordinasi Kerja sama 

dengan aparat terkait dalam 
penegakkan Perda. 

d. Pemecahan permasalah yang berkaitan 
dengan ketertiban umum dan 
ketentrarnan masyarakat. 

e. Pelaksanaan Tugas Pengamanan dan 
Pemeliharaan Ketertiban U mum. 

f. Pelaksanaan Penyelenggaraan Patroli 

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019. 

Aspek lndividu: 

1. Menurut Ordway 
Tead dalam Kartono 
(2003) bahwa 
kepemimpinan adalah 
kegiatan atau 
aktivitas yang 
mempengaruhi 
orang-orang agar 
bekerja sama untuk 
mencapai tujuan yang 
mereka inginkan. 

2. Kapasitas Personil: 
a. Jumlah 

Anggota: 20 
orang 

b. Tingkat 
Pendidikan 

c. Keterampilan 

Aspek Struktur 
Sosial 

Pedagang Kaki Lima 
adalah pejaja 
dagangan yang 
melakukan kegiatan 
komersial di atas 
daerah rnilik jalan 
yang diperuntukkan 
untuk pejalan 
kaki.Dapat dilihat 
bahwa PKL yang ada 
di Kota Pekanbaru 
sangat mengganggu 
kenyamanan bagi 
pengguna jalan, 
mereka berjulan di 
atas trotoar.Ini 
tentunya melanggar 
peratudan yang 
berlaku. 
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D. Hipotesis 

Berclasarkan teoritis clan fenomena-fenomena yang telah dijabarkan, maka 

clapat disimpulkan bahwa hipotesis clalam penelitian ini aclalah diduga "Peranan 

Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Peclagang Kaki Lima 

Belum Terlaksana Secara Maksimal" 

E. Konsep Operasional 

1. Konsep Ilmu Pemerintahan aclalah suatu ilmu yang clapat menguasai 

dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan 

dengan keserasian ke clalam dan hubungan antara dinas-dinas itu 

dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu. 

2. Konsep Organisasi aclalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang 

atau lebih yang bekerja sama serta caar formal terikat clalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan clalam ikatan yang terclapat 

seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. 

3. Konsep Kebijakan Publik aclalah serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan oleh sesorang, kelompok atau pemerintah clalam suatu 

lingkungan tertentu dimana terclapat hambatan-hambatan clan 

kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana 

kebijakan tersebut di usulkan agar berguna clalam mengatasinya untuk 

mencapai tujuan yang di maksud. 

4. Konsep Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu 

kantor yang mudah dikenal. 

5. Pemerintahan claerah adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

diclaerah otonom, dijalankan oleh semua sumber claya aparatur di 
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dalam pemerintahan daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, 

kemampuan sumber daya aparatur daerah yang baik sejatinya akan 

dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa kualitas sumber 

daya manusia yang baik maka mekanisme berjalannya pemerintahan 

tidak akan berjalan dengan baik. 

6. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana 

tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma­ 

norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh 

suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut 

pemerintah. 

7. lndikator Variabel di ambil dari Teori Levinson (1994) dalam 

Soerjono Soekamto (2017 :211) 

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai orgamsasi, 

Peran yang dimaksud adalah bahwa organisasi di tengah 

masyarakat dapat mempengaruhi atau menggerakkan peraturan 

yang hams di taati. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran yang dimaksud 

adalah suatu individu, organisasi dapat bersikap sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempengruhi masyarakat 

sekitarnya untuk ikut menaati peraturan. 
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Tabel 11.1 : Operasional Variabel 

Konsep Variabel lndikator Item Penilaian Sida 
pengukuran 

1 2 3 4 5 

Menurut David Peran Peranan meliputi a. Sosialisasi Peraturan ./' Berperan 
Berry Satuan norma-norma yang Daerah Kepada Pedagang ./' Cukup 
(2003:105), Polisi Berperan 
mendefenisikan Pamong berhubungan dengan Kaki Lima. ./' Kurang peranan sebagai Praja. posisi a tau temp at Berperan harapan-harapan b. Menjalankan penertiban 
yang dikenakan seseorang dalam sesuai dengan SOP yang pada individu masyarakat. yang menempati telah ditetapkan. 
kedudukan 
sosial tertentu 

Peranan merupakan b, Pembentukan 

Teguran 

Surat 

Kepada 

a tau dan 

Memberikan 

Peringatan 

Tim ./' Berperan 

P ib ./' Cukup enerti an B erperan 
Pedagang Kaki Lima ./' Kurang 

Berperan 

Terkait suatu konsep tentang 

apa yang dapat 

dilakukan oleh 
"' individu dalam "'· 

masarakat sebagai 

organisasi. 
Pedagang Kaki Lima. 
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Peranan juga dapat 3. Melakukan Koordinasi � Berperan 
dikatakan sebagai Dengan Kecamatan I � Cukup 

Berperan 
perilaku individu Kelurahan � Kurang 
yang pen ting bagi Berperan 

struktur sosial 4. Penyediaan Tempat 

masyarakat. Resmi Untuk Melakukan 

Aktivitas Usaha Bagi 

Pedagang Kaki Lima. 

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2019 

F. Teknik Pengukuran 

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan skala likert,Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Berperan 

Cukup Berperan 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Jalan 

HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) Berada pada 

jawaban dengan persentase mencapai( 67%-100% ) 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Jalan 

HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) Berada pada 

jawaban dengan persentase mencapai ( 34%-66% ) 



Tidak Berperan 
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Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Jalan 

HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) Berada pada 

jawaban dengan persentase mencapai ( 0%-33% ) 

a. Peranan Meliputi Norma-Norma yang Berhubungan Dengan Posisi atau 
Tempat Seseorang Dalam Masyarakat. 

Berperan 

Cukup Berperan 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Peranan Meliputi Norma-norma yang Berhubungan 

Dengan Posisi atau Tempat Seseorang Dalam 

Masyarakat Berada Pada Skala Penilaian ( 67%-100% ) 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Penyusnan, Perencanaan dan Pelaksanaan Program 

KerjaPeranan Meliputi Norma-norma yang 

Tidak Berperan 

Berhubungan Dengan Posisi atau Tempat Seseorang 

Dalam Masyarakat Berada Pada Skala Penilaian ( 

34%-66%) 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Peranan Meliputi Norma-norma yang Berhubungan 

Dengan Posisi atau Tempat Seseorang Dalam 

Masyarakat Pada Skala Penilaian( 0%-33%) 
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b. Peranan Merupakan Suatu Konsep tentang Apa Yang Dapat Dilakukan 
Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi 

Berperan 

Cukup Berperan 

Tidak Berperan 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Pemanan Merupakan Suatu Konsep tentang Apa Yang 

Dapat Dilakukan Oleh lndividu Dalam Masyarakat 

Sebagai Organisasi Berada Pada Skala Penilaian di 

angka ( 67%-100% ) 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Pemanan Merupakan Suatu Konsep tentang Apa Yang 

Dapat Dilakukan Oleh lndividu Dalam Masyarakat 

Sebagai Organisasi Berada Pada Skala Penilaian di 

angka ( 34%-66%) 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Pemanan Merupakan Suatu Konsep tentang Apa Yang 

Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat 

Sebagai OrganisasiBerada Pada Skala Penilaian di 

angka Berada Pada Skala Penilaian( 0%-33% ) 

c. Peranan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Perilaku lndividu yang Penting 
Bagi Struktur Sosial Masyarakat 

Berperan 

Cukup Berperan 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Peranan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Perilaku 

lndividu yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat 

Pada Skala Penilaian di angka( 67%-100% ) 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Peranan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Perilaku 



Tidak Berperan 
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lndividu yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat 

Berada Pada Skala Penilaian di angka ( 34%-66% ) 

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator 

Peranan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Perilaku 

lndividu yang Penting Bagi Struktur Sosial 

MasyarakatBerada Pada Skala Penilaian di angka ( 0%- 

33%) 



BAB ID 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini metode kualitatif,menggunakan tipe survey deskriptif, 

yaitu menggambarkan keadaan yang sesugguhnya atau keadaan yang sebenarnya 

terkait dengan apa saja permasalahan yang terjadi di lapangan 

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul peneliti yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja 

Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jalan 

HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru), maka penelitian ini akan dilaksanakan di 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga di lokasi yang 

penulis pilih sebagai tempat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih Dinas tersebut karena berdasarkan basil 

pengamatan penulis di lapangan penulis menemukan fakta belum terlaksana 

dengan sepenuhnya, hal ini di lihat dari masih bebasnya masyarakat berjualan di 

bahu jalan yang menganggu ketertiban Umum dan menimbulkan kemacetan 

kepada pengguna jalan raya. 

C. Populasi dan Sampel 

adalah bentuk yang berbeda namun didalam hal ini yang membedakannya 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakterisktik yang dimiliki 

oleh populasi. 

51 
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Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah Seksi Ketertiban Umum 

Satuan Polisi Pamong Praja, Seksi Kerjasama, Anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Pekanbaru clan Peclagang Kaki Lima yang beracla di jalan Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru, Seclangkan yang dijadikan untuk key informan adalah 

jenis populasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,Key informan 

yaitu mereka yang mengetahui clan memiliki informasi pokok yang diperlukan 

dalam penelitian yang seclang dilakukan. 

Tabel 111.1 : Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 100% Kota Pekanbaru 

2 Bi clang Operasi clan Ketertiban 1 1 100% Masyarakat. 

3 Seksi Ketertiban Um urn, 1 1 100% Ketentraman Masyarakat 

4 Seksi Pengamanan. 1 1 100% 

4 Personil Satuan Polisi Pamong 50 20 40% Praj a Kota Pekanbaru 

5 Peclagang Kaki Lima Di Jal an 50 50 100% HR. Soebrantas Kota Pekanbaru 

Jumlah 104 74 70% 

Sumber : Modifikasi penulis 2018 

D. Teknik Penarikan Sampel 

1. Untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Biclang 

Operasi clan Ketertiban Umum Masyarakat, Seksi Ketertiban Umum, 

Ketentraman Masyarakat, Seksi Pengamanan, di J alan HR. Soebrantas 
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Panam Kota Pekanbaru dilakukan Teknis Sensus dengan pengambilan 

keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya 

yang relative sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti. 

2. Untuk Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru di 

gunakan di gunakan Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. dengan kata lain unit sampel yang 

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang 

diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari 

responden, yang meliputi hasil kuisioner yang berkenaan dengan 

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban 

Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jalan HR.Soebrantas Panam Kota 

Pekanbaru) serta interview dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Pekanbaru. 

2. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari 

lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini 

yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan 
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juga pengamatan dilakuk:an terhadap Lokasi Penelitian yang akan di 

lakuk:an yaitu Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru 

b. Interview (wawancara) yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada 

objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Teknik 

didasarkan mampu memberikan informasi yang berkompeten karena 

langsung dari sumber yang dapat dipercaya. 

c. Dokumnetasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik 

foto, rekaman, dan lain-lain 

d. Kuesioner yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

beberapa Responden Pedagang Kaki Lima dan Juga Personil Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan serta penulis meminta 

penjelasan dari setiap pertanyaan yang ada dan berkaitan langsung 

dengan judul penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan melalului teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data 

dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam 

bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan 

yang mendukung, kemudian di analisis dengan metode Deskriptif, yaitu suatu cara 

yang dilakuk:an untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan atau 

menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaaan 

atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya, suatu 
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analisis yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan 

atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian dilakukan dengan metode kualitatif 

dan kuantitatif secara deskriptif. 



BAB IV 

DESKRIPSI LO KASI PENELITIAN 

A. Sejarah kota Pekanbaru 
1. Keadaan Geografis 

Pekanbarn Adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang 

menyandang predikat sebagai lbukota Provinsi Riau.Sehingga dengan demikian 

Kota Pekanbarn adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi 

Provinsi Riau. 

Dahulunya pekanbarn dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu 

dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terns berkembang 

menjadi kawasan pemukiman barn clan seiring waktu bernbah menjadi Dusun 

Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhimya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. 

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang 

cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Barn dengan Perda Kota Pekanbarn No. 

4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa barn dengan Perda 

tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa 

Kota Pekanbarn dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air 

Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan 
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Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat peclalaman ke kota serta clari claerah lainnya. 

Keaclaan iklim Kota Pekanbaru pacla umumnya beriklim tropis dengan 

suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 

derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 

derajatcelcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan 

keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan 

September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pacla bulan 

Mei s/d Agustus. 

2. Keadaan Penduduk 

Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota 

tujuan bagi kaum penclatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring 

semakin banyaknya warga penclatang untuk menetap di kota Pekanbaru, 

pemerintah kota pekanbaru hams serius menghaclapi clan menangani masalah 

kependudukan dimulai clari penclataan warga, penataan rumah penduduk, 

penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana clan prasarana baik disektor 

kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. 

Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera 

terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. 

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah 

suku Melayu. Namun demikian juga terclapat suku lainnya yang merupakan 

penduduk penclatang ke claerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan 

sebagainya.Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun 

pegawai swasta clan peclagang. 
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Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk 

menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel IV. I berikut ini : 

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk 

No Kecamatan Penduduk (Jiwa, 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Tampan 89.344 86.290 175.634 

2. Payung Sekaki 36.546 38.707 74.253 

3. Bukit Raya 50.131 45.731 94.042 

4. Marpoyan Damai 69.399 61.149 120.598 

5. Tenayan Raya 56.559 55.470 112.029 

6. Sail 11.271 11.517 22.793 

7. Sukajadi 22.490 24.095 47.584 

8. Rumbai 35.582 32.144 66.943 

9. LimaPuluh 20.284 20.889 41.623 

10. Pekanbaru Kota 14.438 14.454 28.892 

11. Senapelan 17.694 22.852 36.014 

12. Rumbai Pesisir 34.321 32.722 67.033 

Jumlab 458.059 446.020 887.438 

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2016 

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk 

menurut usia yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu 

Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan 

Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan 

Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru 

Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, 

untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 



58 

Tabel IV.2: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota 
Pekanbaru Tahun 2016 

No Kecamatan 0-6 7-12 13-15 16-17 18 19-24 >24 

1. Tampan 30.077 18.880 9.110 6.715 4.472 30.321 76.022 

2. Payung 21.897 6.646 7.076 16.915 8.707 8.556 19.157 Sekak:i 

3. Buk:it Raya 18.226 9.089 4.504 3.110 2.022 16.425 46.355 

4. Marpoyan 26.422 10.187 9.547 25.262 11.891 7.436 36.099 Damai 

5. Tenayan 22.196 13.208 18.316 2.556 904 13.990 71.300 Raya 

6. Sail 7.137 4.945 2.518 1.355 1.156 8.667 20.006 

7. Sukajadi 4.675 7.500 3.704 2.932 1.652 3.580 29.320 

8. Rumbai 11.869 8.831 3.220 2.587 1.188 7.523 31.285 

9. LimaPuluh 5.281 4.742 2.219 1.459 739 5.138 22.232 

10. Pekanbaru 2.570 1.907 1.663 894 481 2.589 19.116 Kota 

11. Senapelan 4.424 3.731 1.835 1.329 688 5.172 18.835 

12. Rumbai 9.355 7.257 3.489 2.900 1.611 8.558 30.523 Pesisir 

Jumlah 190.551 99.923 67.201 68.014 35.511 117.952 420.250 

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2016 

Sebagin besar penduduk: yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah 

suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan 

penduduk: pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan 

sebagainya.Mata pencaharian penduduk: terutama ialah pegawai pemerintah 

maupun pegawai swasta dan pedagang. 

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru diketuai oleh walikota yang diangkat oleh Gubemur. 

Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor 
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Gubemur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan clan pelayanan kepada 

masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, 

sekretaris walikota clan masing-masing kepala seksi,Kota Pekanbaru 

Tabel IV .3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota 
Pekanbaru 

No Nama Kecamatan Nama Kelurahan 

1 2 3 

1. Kecamatan Tampan 
Simpang barn Tuahkarya 
Sidomulyo barat Delima 

2. Kecamatan Payung Sekaki Labuh Barn Timur Air hitam 
Tampan/ Labuh barn barat 

3. Kecamatan Bukit Raya Simpang tiga Tangkerang Utara 
Tangkerang Selatan Tangkerang Labuai 

Tangkerang Tengah Maharatu 
4. Kecamatan Marpoyan Damai Sidomulyo Timur Tangkerang Barat Wonoreio 

5. Kecamatan Tenayan Raya Kulim Rejosari 
Tangkerang Timur Sail 

CitaRaja 
6. Kecamatan Sail SukaMaju 

SukaMulia 

7. Kecamatan Lima Puluh Rintis TanjungRhu 
Se kip Pesisir 

Simpang empat KotaBarn 
8. Kecamatan Pekanbarn Kota Sumahilang SukaRamai 

TanahDatar Kota Tinggi 

Padang Bulan Kampung dalam 
9. Kecamatan Senapelan Padang Terubuk Kampung Bandar 

Sago Kampung Barn 
Jatirejo Kendungsari 

10. Kecamatan Sukajadi Kampung tengah Harjosari 
Kampung melayu Sukajadi 

Pulau koran 
Limbunsari Rumbai bukit 

11. Kecamatan Rumbai Muara fajar Palas 
Sri meranti 
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Meranti Pandek Lembah damai 
12. Kecamatan Rumbai Pesisir Limbungan Limbungan barn 

Lembah sari Tebing tinggi okura 

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2016 

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. 

Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara 

ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.Organisasi 

dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota.Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh 

Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubemur 

melalui Sekretaris Daerah Provinsi.Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan 

Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah 

Kabupaten/ Kota. 

1. Visi dan Misi 

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah 

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, Visi 

yang telah di tetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: 

"Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum". 

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi 
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Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat. 

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas 

menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan 

tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi 

Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut: 

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi 

masyarakat dan tugas pembantuan lainnya. 

2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas 

sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan 

fungsinya sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi 
pamong praja dan perlindungan masyarakat. 

b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi 
pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 

c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan 
peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat. 

d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan 
peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik 
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Indonesia, penyidik pegawai negri sipil daerah/atau aparatur 
lainnya. 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau 
badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Walikota. 

f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal 
(SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan 
Peraturan Daerah) 

g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan 
pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah. 

3. Struktur Organisasi 

Kepala Satuan 

I Sekretaris I Jab. Fungsional I 
I 

Bag. Umum Bag. Keuangan Bag. Program 

I I I 
Bid.Penegakan Bid.Operasi dan Bidang Bid. Penyelenggaraan 

Perundang- Ketertiban Pengembangan Perlindungan 
Undangan Daerah. Masyarakat. Sumber Daya. Masyarakat 

! ! ! 
Seksi Pengawasan KetUmum& Seksi Pelatihan Seksi Perlindungan 
& Tindak Internal Ketentraman Masya Dasar Masyarakat 

l ! l 
Seksi Penyelidikan Seksi Kerjasama Seksi Sarana & Seksi Bina Potensi 

& Penyidikan Prasarana Masyarakat 

! ! 
Seksi Pembinaan & SeksiPengamanan Seksi Pencegahan dan 

Penyuluhan &Dalmas Siap Siagaan 

UPT 



BABV 

BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Identitas Responden 

Dalam menentukan basil penelitian penulis yang sangat berperan penting 

adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang 

Peranan Satpol pp jadi data data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari 

pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan melakukan wawancara 

serta menyebarkan kuisioner sebanyak 50 responden kapada Personil Polisi Satpol 

PP Kota Pekanbaru dan juga 20 Pedagang Kaki Lima khususnya di JI. HR. 

Sobrantas. 

Sehubungan dengan penelitian tentang Peranan instansi yang diteliti maka 

penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan 

Pendidikan. Karena sebelum melakukan penyebaran kuesioner baik terhadap 

personil maupun kepada pedagang kaki lima yang berjualan di JI. HR Soebrantas, 

penulis memilih orang untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini sesuai dengan 

karakteristik, jenis kelamin, usia, dan pendidikan, karena berbeda usia dan 

pendidikan seseorang menentukan cara berfikir dan memiliki sudut pandang yang 

berbeda. Hal inilah yang akan di kaji terlebih dahulu, yaitu menyangkut jenis 

kelaminnya dari sampel penulis dapatkan di lapangan. Berikut ini penjelasan lebih 

lanjut tentang identitas responden: 

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Dari basil penelitian tentang Peranan Personil Satpol PP Kota Pekanbaru 

Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: n. HR. Soebrantas Panam Kota 

Pekanbaru), serta dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden 

penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin berikut ini: 

Tabel V.1 : Klasifikasi responden menurut latar belakang jenis kelamin 
pegawai Dinas Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru 

lilo Klasifikasi Responden Jumlah Persentase % 

1 Laki 17 85% 

2 rnpuan 3 15% 

Jumlah 20 100% 
Sumber: Data Olahan Hsil Penelitian dilapangan; 2018 

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai yang 

dijadikan sampel dalam penelitian yang membahasa tentang Peranan Personil 

Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: JI. HR. Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru) adalah dominannyalaki-laki dengan jumlah 17 orang 

dengan persentase 85% dari Total keseluruhan responden mencapai 20 Orang 

responden, dan jumlah responden pegawai perempuan berjumlah 3 orang dengan 

persentase 15% dari total keseluruhan 20 Orang responden yang berada di Dinas 

Tabel V.2: Klasifikasi responden menurut latar belakang jenis kelamin 
pedagang kaki lima 

No Klasifikasi Responden Jumlah Persentase % 

1 Laki-Laki 37 74% 

2 Perempuan 13 26% 

Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Olahan Hsil Penelitian dilapangan, 2018 

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden pedagang kaki lima 

yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahasa tentang Peranan Satuan 
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Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi 

Kasus: JI. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) adalah dominannyalaki-laki 

denganjumlah 37 orang dengan persentase 74% dari Total keseluruhan responden 

mencapai 50 Orang responden, dan jumlah responden pedagang kaki lima 

perempuan berjumlah 13 orang dengan persentase 26% dari total keseluruhan 50 

Orang responden. 

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia 

Dari hasil penelitian tentang Peranan Dalam Melakukan Penertiban 

Pedagang Kaki Lima,serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh 

peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar 

belakang usia berdarsarkan tabel berikut ini: 

Tabel V.3 : Klasifikasi responden Pegawai Dinas Satpol Pamong Praja Kota 
Pekanbaru 

No Klasifikasi Responden Frekuensi Persentase % 

1 20-30 Tahun 16 80% 

2 31-40 Tahun 4 20% 

3 41-50 Tahun 0 10% 

4 >50 Tahun 0 0% 

Jumlah 20 100% 
Sumber: Data Olahan Hsi/ Penelitian dilapangan, 2018 

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari Pegawai Dinas 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, baik dari kalangan bapak-bapak dan 

ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 20-30 Tahun sebanyak 16 orang 

(80%) dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 4 orang (20% ). Hal ini 
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dikarenakan untuk pegawai yang bertugas di lapangan, usianya memang harus 

lebih muda, karena pastinya secara fisik mereka lebih kuat di bandingkan usianya 

30an ke atas. 

Tabel V.4 : Klasifikasi responden menurut latar belakang usia pedagang 
kaki lima 

No Klasifikasi Responden Frekuensi Persentase % 

1 20-30 Tahun 12 24% 

2 31-40 Tahun 25 50% 

3 41-50 Tahun 13 26% 

4 >50 Tahun 0 0% 

Jumlah 50 100% 

Sumbert Data Olahan Hsil Penelitian dilapangan, 2018 

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari PKL, baik dari 

kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 

Tahun sebanyak 25 orang (50%) dan usia pada 20-30 Tahun yang berjumlah 12 

orang (24%), dan responden yang memiliki usia 41-50 Tahun berjumlah 13 orang 

(26% ). Hal ini dikarenakan pada saat penulis melakukan penelitian di lapangan, 

penulis lebih banyak mendapati pedagang kaki lima yang berusia dari 31-40 

Tahun. 

3. ldentitas Responden Berdasarkan Pendidikan 

Dari hasil penelitian tentang tentang Peranan Personil Polisi Pol PP Kota 

PekanbaruDalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: JI. HR. Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan 

oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan 

latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini: 
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Tabel V.5: Klasifikasi respondenSatpol Pamong Prajan Kota Pekanbaru 

No Klasifikasi Responden Frekuensi Persentase % 

1 SD - 0% 

2 SMP - 0% 

3 SMA 13 65% 

4 Diploma 0 0% 

5 Sarjana Sl/S2 7 35% 

Jumlah 20 100% 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 

Dari tabel V.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir 

responden Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini dominannya adalah memiliki pendidikan SMA yaitu sebanyak 13 

orang (65%) dan Pegawai yang memiliki Pendidikan Diploma sebanyak 7 orang 

(35%) dari total keseluruhan sampel peagwai 20 responden. 

Tabel V.6: Klasifikasi responden menurut 
JenjangPendidikan Pedagang Kaki Lima 

la tar belakang 

No Klasifikasi Responden Frekuensi Persentase % 

1 SD - 0% 

2 SMP 8 16% 

3 SMA 35 60% 

4 Diploma 2 35% 

5 Sarjana Sl 5 0% 

Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 



68 

Dari tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir 

pedagang kaki lima yang dijadikan sampel pada penelitian yang berjudul Peranan 

Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi 

Kasus: JI. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) dominannya adalah memiliki 

pendidikan SMA yaitu sebanyak 35 orang (70%) , responden yang memiliki 

pendidikan SMP sebanyak 8 orang (16%), responden yang memiliki pendidikan 

Sarjana (Strata Satu) sebanyak 5 orang (10%) sedangkan responden yang 

memiliki pendidikan Diploma 2 orang (4%). 

B. Basil Dan Pembahasan Dari Indicator 

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan 

perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Narnpak.Perhatian yang di maksud 

yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani 

Pasolong 2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di 

dalam penelitian yang berjudulPeranan Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru 

Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: Jl, HR. Soebrantas Panam Kota 

Pekanabru)adalah berdasarkan teori dari Levinson (1994) dalam Soerjono 

Soekamto (2007 :211 )Dan di dalam setiap indikatomya akan di lengkapi dengan 

tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian 

yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan basil dari penelitian. Dan 

untuk mengetahui basil dari indikator pertama yaitu penusi yang menganalisis 

tentang indicator Pemanan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, maka penulis akan 

menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang di 
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dukung dengan basil wawancara di kantor Dinas terkait Dapat di lihat pada tabel 

berikut ini: 

1. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Berhubungan Dengan Posisi atau 
Tempat Seseorang Dalam Masyarakat. 

Tabel V.7: Distribusi frekuensi tanggapan responden pegawai terhadap 
indikator Pertama. 

Kategori Ukuran 
No Sub Indiaktor 

Cukup Kurang Jumlah 
Berperan Berperan Berperan 

Sosialisasi 

1 Peraturan Daerah 4 13 3 20 
Kepada Pedagang (20%) (65%) (15%) (100%) 
Kaki Lima 
Menjalankan 

2 Penertiban Sesuai 1 15 4 20 
dengan SOP Yang (5%) (75%) (20%) (100%) 
Telah Ditetapkan 

3 Dampak dari 3 12 5 20 
Sosialisasi (15%) (60%) (25%) (100%) 

4 Kegiatan 0 18 2 20 
Penertiban (00/o) (90%) (10%) (100%) 

5 Penertiban Sesuai 0 9 11 20 
dengan Aturan (00/o) (45%) (55%) (100%) 

6 SOP Penertiban 0 16 4 20 
(00/o) (80%) (20%) (100%) 

Jumlah 8 83 29 120 

Rata-Rata 1 14 5 20 

Persentase 5% 70% 25% 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 

Dari basil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang 

paling dominan tehadap indikator pertama yang membahas tentang "Peranan 

meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat"dengan jumlah responden yang mencapai rata-rata14 orang 
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(70%) yang memberikan jawaban mereka di pilihan kategori "Cukup Berperan" 

dan selanjutnya responden pegawai yang memberikan jawaban pada kategori 

kategori "Kurang Berperan" dengan jumlah responden yang memberikan 

jawabannya rata-rata berjumlah5 Orang responden (25% ), sementara untuk 

pilihan jawaban pada kategori "Berperan", responden memberikan tanggapan 

rata-rata 1 orang (5%). 

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis 

akan menyajikan hasil wawancara dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan 

juga perbandingan yang dapat di gunakan untuk penyempurnaan jawaban yang 

telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data kuesionerPersonil Polisi Pol PP 

Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah 

dengan Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan 

Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancaranya penulis dengan beliau adalah 

sebagai berikut: 

"Proses sosialisasi selalu kita lakukan kepada masyarakat yang berjualan 
disana, dan ha/ ini menjadi salah satu masalah yang memang berulang 
kali di ulangi secara terus menerus, Satpol PP sudah beberapa kali 
melakukan penertiban di daerah panam khususnya dekat dengan simpang 
JL.Delima (Koro-Koro Karaoke), bahkan pemah beberapa kali bentrok 
dengan pedagangjuga, setelah penertiban tersebut, daerah yang dijadikan 
tempat berjualan di ubah menjadi taman, tetapi ya mereka kembali lagi 
berjualan, dan saat ini kita sedang melakukan pemantauan dan akan 
memberikan peringatanjuga agar mereka tidak berjualan di pinggir jalan, 
kama pemerintah pekanbaru memang sudah menyediakan lokasi 
berjualan untuk pedagang kaki Zima (PKL) yang ada di daerah tersebut". 
(Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP) 

Wawancara selanjutnya yang penulis tanyakan adalah keterkaitan dengan 

penertiban yang dilakukan oleh aparat terhadap para pedagang tersebut, apakah 
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proses yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku atau tidak, dan jawaban 

yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang 

Operasi Dan Ketertiban Masyarakat adalah sebagai berikut: 

"Proses penertiban tentunya memiliki tahapan-tahapan yang di atur oleh 
satuan kita, tidak langsung main gusur dan bertindak anarkis, kita juga 
memiliki SOP yang jelas dan saya akan berikan kepada saudara nantinya 
bagaimana proses penertiban tersebut di lakukan, ada beberapa tahapan 
yang dilakukan, mulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga dan sampai 
yang terakhir adalah penertiban secara paksa, dan inilah yang pernah 
dilakukan pada beberapa waktu yang lalu sehingga terjadi bentrok tingan 
antara satuan dengan pedagang PKL di daerah tersebut". (Wawancara 
Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP) 

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan adalah terkait dengan 

dampak dari sosialisasi dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, 

S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

"Berkaitan dengan jawaban saya tadi, kenapa dilakukan penertiban 
secara paksa, ya memang karna peringatan dan sosialisasi yang kita 
berikan tidak ditanggapi oleh pedagang tersebut, karna memang system 
nya jadi main kucing-kucingan, apabila personil datang dan berjaga, 
mereka tidak jualan, tetapi jika tidak dilakukan penjagaan, mereka secara 
cepat langsung memenuhi pinggir jalan tersebut ", (Wawancara Tanggal 
24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S. STP 

Dari jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa proses sosialisasi, dan juga menjalankan proses penertiban 

dengan sesuai SOP sudah dilaksanakan oleh pihak terkait tentunya pihak satuan 

polisi pamong praja hams mampu mengatasi permasalahan-permasalahan seperti 

yang terjadi dilapagan saat ini, dimana pedagang juga melakukan kegiatan 

berdagang hanya untuk mendapatkan uang untuk kehidupan mereka. 

Selanjutnya penulis akan menyajikan basil penelitian yang penulis lakukan 

terhadap pedagang kaki lima (PKL) di IL.HR Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, 
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dimana penelitian untuk mendapatkan jawaban ini di lakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada masing-masing pedagang kaki lima yang 

dijadikan responden, dan basil yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: 

Tabel V.8 : Distribusi frekuensi tanggapan responden PKL terhadap 
indikator Pertama. 

Kategori Ukuran 
No Sub Indiaktor Jumlah 

Berperan Cukup Kurang 
Berperan Berperan 

1 Sosialisasi Perda 14 33 3 50 
Pekanbaru (20%) (65%) (15%) (100%) 

2 Menjalankan Penertiban 10 33 7 50 
Sesuai dengan SOP (5%) (75%) (20%) (100%) 

3 Dampak dari Sosialisasi 7 33 10 50 
(15%) (60%) (25%) (100%) 

4 Kegiatan Penertiban 18 26 6 50 
(0%) (90%) (10%) (100%) 

5 Penertiban Sesuai Aturan 6 27 17 50 
(0%) (45%) (55%) (100%) 

6 SOP Penertiban 5 30 15 50 
(0%) (80%) (20%) (100%) 

Jumlah 60 182 58 300 

Rata-Rata 10 30 10 50 

Persentase 20% 60% 20% 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 

Dari basil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang 

paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang "Peranan 

meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat" adalah jawaban dengan kategori "Cukup Berperan" dengan 

jumlah responden yang mencapai rata-rata30 orang (60%). Jawaban ini memiliki 

alasan yang disampaikan oleh responden PKL yang penulis mintau 
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keterangannya, dimana mereka beralasan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh 

pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru tidak memiliki solusi, seharusnya 

jika memang PKL tidak di izinkan berjualan di lokasi tersebut, harusnya pihak 

pemerintah kota pekanbaru menyediakan tempat untuk mereka berjualan dan tidak 

jauh dari lokasi tempat mereka berjualan sebelumnya, kama pada dasamya 

pelanggan-pelanggan mereka sudah mengetahui bahwa mereka berjualan di lokasi 

tersebut, apabila nantinya akan menempati lokasi barn dan jauh dari lokasi 

sebelumnya, maka pedagang akan kehilangan pelanggannya. 

Jawaban selanjutnya yang diberikan oleh responden PKL adalah jawaban 

dengan kategori "Kurang Berperan" dengan jumlah responden yang memberikan 

jawabannya adalah rata-rata berjumlah 10 Orang responden (20% ), adapun alasan 

yang diberikan oleh responden terhadap jawaban ini adalah bahwa satuan Personil 

Polisi Pol PP Kota Pekanbaru melakukan penertiban tidak terlebih dahulu 

memberikan peringatan kepada para PKL, dimana proses penertiban dilakukan 

secara paksa tanpa memberikan himbauan dan solusi, pedagang beralasan apabila 

mereka tidak berjualan, maka mereka tidak akan makan, dengan alasan tersebut, 

mereka nekad untuk berjualan meskipun telah di larang oleh Satan Polisi Pamong 

Praja kota Pekanbaru. 

Semantara itu, jawaban terakhir adalah jawaban pada kategori "Berperan", 

dimana jumlah responden PKL yang memberikan jawaban pada kategori ini 

memiliki jumlah rata-rata adalah sebanyak 10 orang responden secara 

keseluruhan, dimana jika di persentasekan mencapai angka (20% ). Adapun alasan 

yang diberikan responden PKL terhadap jawaban ini adalah bahwa mereka tau 
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mereka salah bahwa terlah berjualan di daerah tersebut, tetapi mereka terpaksa 

melanggar aturan demi mencari rezeky, dan tanggapan mereka adalah bahwa 

palaksanaan sosialisasi dan juga pelaksanaan penertiban sesuai dengan SOP 

memang sudah dilakukan sesuai benar oleh satuan polisi pamong praja. 

Berdasarkan basil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis 

menemukan fakta bahwa pihak satuan polisi pamong praja memang kerap 

melakukan penjagaan di lokasi PKL melakukan aktivitas jualan, dan untuk 

jawaban yang penulis dapatkan di atas memang telah sesuai dengan kondisi yang 

terjadi dilapangan, dimana pihak Satuan Polisi Pamong Praja memang belum 

menjalankan secara maksimal proses sosialisasi dan juga penyuluhan terkait 

dengan peraturan daerah kota pekanbaru, sementara jika proses sosialisasi 

dilakukan, hal tersebut tentunya akan berdampak kepada respon yang diberikan 

oleh masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL) di 

jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Jadi Satuan Polisi sudah melakukan 

penertiban sesuai dengan SOP, penulis melihat ada beberapa kali mereka 

melakukan penertiban pada pedagang kaki lima yang berjualan di tepi trotoar, 

namun untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi 

Pamong Praja belum di lakukan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari 

dampak sosialisasi yang diberikan, karena pada realitanya masih banyak pedagang 

kaki lima yang melakukan jualan di kaki lima atau di tepi trotoar, kondisi ini 

tentunya menggambarkan bahwa sosialisasi dan pelaksanaan tersebut belum 

memberikan dampak positif terhadap pedagang kaki lima agar kedepannya tidak 

berjualan di emperan jalan. 
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Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan 

pacla pembahasan indikator yang ke dua, dimana hasil ini di clapatkan clari 

penyebaran kuesioner clan hasil wawancara yang dilakukan kepacla responden 

yang telah di tetapkan dalam penelitian ini, dan adapun hasil yang di clapat adalah 

sebagai berikut: 

2. Peranan Merupakan Suatu Konsep Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan 
Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi. 

dimaksud pada indikator ke 2 (dua) ini adalah dimana setiap individu atau 

organisasi yang memiliki kebijakan untuk clapat melaksanakan sesuai dengan 

aturanya masing-masing, sehingga clari pelaksanaan kebijakan tersebut clapat 

memberikan clampak terhadap lingkungan ataupun masyarakat. Dalam hal ini 

peranan yang di tujukan kepacla Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, sebagai 

organisasi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab clalam melaksanakan 

clasar aturan yang diteliti, termasuk dalam penertiban peclagang kaki lima. Pada 

indikator ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan instansi terkait, dimana 

clalam hal ini termasuk kepacla pelaksanaan pembentukan tim khusus untuk 

menangani PKL, jumlah personil, proses penertiban yang manusiawi, melakukan 

pendekatan terlebih clahulu, pelaksanaan teguran, clan mengetahui dampak clari 

teguran tersebut. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan poin- 

poin yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis akan menyajikannya 

clalam bentuk tabel dan hasil wawancara di bawah ini: 



76 

Tabel V.9: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden 

Kategori Ukuran 
No Sub Indiaktor Cukup Kurang Jumlah 

Berperan Berperan Berperan 

1 TimKhusus 19 1 0 20 
(95%) (5%) (0%) (100%) 

2 Jumlah Tim Satpol PP 18 2 0 20 
(90%) (10%) (0%) (100%) 

3 Bertindak Secara 20 0 0 20 
Manusiawi (100%) (0%) (0%) (100%) 

4 Melakukan Pendekatan 19 1 0 20 
(95%) (5%) (0%) (100%) 

5 Teguran 19 1 0 20 
95%) (5%) (0%) (100%) 

6 Dampak Dari Teguran 0 15 5 20 
(0%) (80%) (20%) (100%) 

Jumlah 95 20 5 120 

Rata-Rata 16 3 1 20 

Persentase 80% 15% 5% 100% 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 di atas, penulis dapat menjelaskan 

bahwa responden Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan jawaban dan 

alasan mereka terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan, dimana 

jawaban yang diberikan untuk kategori pertama yaitu "Berperan" memiliki nilai 

rata-rata sebanyak 16 orang responden dengan persentase mencapai (80% ), 

dimana responden yang memberikan jawabna pada kategori ini memiliki alasan 

bahwa pembentukan tim yang menangani permasalahan pelanggaran terhadap 

peraturan daerah sudah dijalankan aparat terkait, dimana hal tersebut dapat di 

buktikan dari struktur organisasi yang menyajikan Bidang yang menangani 

temtang Operasi dan Ketertiban Masyarakat. 
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Jawaban pada kategori selanjutnya adalah "Cukup Berperan" dimana 

jawaban ini diberikan oleh responden dengan jurnlah rata-rata sebanyak 3 orang 

responden dengan persentase (15%), clan jawaban yang terakhir adalah jawaban 

pada kategori "Kurang Berperan" clan jurnlah responden personil yang 

memberikan jawaban mereka pada kategori ini memiliki jurnlah rata-rata 

sebanyak 1 orang responden clan persentase mencapai (5%). 

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis 

akan menyajikan wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana ini merupakan jawaban pelengkap 

dan juga perbandingan yang dapat di gunakan untuk penyempurnaan jawaban 

yang telah di dapatkan dari basil pengumpulan data kuesioner pegawai/personil 

satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kota Pekanbaru, wawancara yang penulis 

lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan Bapak Desheriyanto, S.STP yang 

menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun basil 

wawancaranya penulis dengan beliau adalah sebagai berikut: 

"Pembentukan tim sudah pasti ada, dan itu masuk dalam struktur 
organisasi satuan, dimana dalam hal ini termasuk saya adalah bagian 
kepala bidang nya, dan dilengkapi dengan bidang-bidang lain seperti 
penegakan perundang-undangan daerah dan staff lainnya, jadi tim khusus 
di bidang penertiban ini sudah di bentuk secara resmi oleh satuan,". 
(Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP) 

Selanjutnya adalah masih pada indikator yang ke 2 (dua) dimana penulis 

masih membahas tentang masing-masing sub yang ada pada indikator ini, di 

antaranya adalah tentang pelaksanaan penertiban yang mengedepankan tindakan 

manusiawi clan juga melalui proses pendekatan terlebih dahulu, dan adapun 

jawaban yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai 

Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adalah sebagai berikut: 
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"Satuan pastinya memiliki SOP dalam pelaksanaan setiap tugas nya, 
begitu juga dalam proses penertiban terhadap PKL ini, semua dilakukan 
berdasarkan SOP, tidak bisa di lakukan sesuka hati dari personil 
dilapangan, dan dalam SOP yang di tetapkan, ada tahapan-tahapan yang 
dilakukan dalam upaya penertiban, seperti pendekatan dengan cara 
memberikan peringatan pertama, peringatan ke 2, peringatan ke 3 hingga 
penertiban secara paksa, kama kan sudah sewajamya apabila peringatan 
demi peringatan tidak di indahkan, maka satuan berdasarkan hukum yang 
berlaku akan berhak menindak secara tegas siapapun yang melanggar 
aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru" 
(Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S. STP) 

Pada pertanyaan yang terakhir, penulis menanyakan perihal dengan 

dampak dari proses teguran-teguran yang telah di berikan oleh Personil Polisi Pol 

PP Kota Pekanbaru, apakah peringatan yang diberikan tersebut tidak memiliki 

dampak atau sebaliknya. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut: 

"Dari kebanyakan kasus penertiban yang dilakukan, semua berawal dari 

ketidak taatan PKL terhadap aturan dan peringatan-peringatan yang telah 

diberikan sebelumnya, dengan alasan tersebutlah pihak satuan melakukan 

tindakan tegas dengan cara menertibkan secara paksa para P KL tersebut" 

(Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, BapakDesheriyanto, S.STP) 

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan 

terhadap PKL di JL.HR Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, dimana penelitian 

untuk mendapatkan jawaban ini di lakukan dengan menyebarkan kuesioner 

kepada masing-masing pedagang kaki lima yang dijadikan responden, dan hasil 

yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: 
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Tabel V.10: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pedagang Kaki. 
Lima Terhadap Indikator Peranan Merupakan Suatu Konsep 
Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam 
Masyarakat Sebagai Organisasi. 

Kategori Ukuran 
No Sub Indiaktor Jumlah 

Berperan Cukup Kurang 
Berperan Berperan 

1 TimKhusus 11 31 8 50 
(22%) (62%) (16%) (100%) 

2 Jumlah Tim Satpol 5 30 15 50 
pp (10%) (60%) (30%) (100%) 

3 Bertindak Secara 6 37 7 50 
Manusiawi (12%) (74%) (14%) (100%) 

4 Melakukan 7 34 9 50 
Pendekatan (14%) (68%) (18%) (100%) 

5 Teguran 3 30 17 50 
(6%) (60%) (34%) (100%) 

6 Dampak:Dari 15 22 13 50 
Teguran (30%) (44%) (26%) (100%) 

Jumlah 47 184 69 300 

Rata-Rata 8 31 11 50 

Persentase 16% 62% 22% 100% 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 

Berdasarkan data V.10, dapat di tarik kesimpulan bahwa responden PKL 

telah memberikan jawaban mereka pada masing-masing kategori yang telah di 

sediakan, dimana jawaban yang pertama yaitu pada kategori "Berperan", jumlah 

responden yang memilih jawaban ini memiliki rata-rata adalah sebanyak 8 orang 

responden dengan persentase ( 16% ), dimana alasan yang diberikan oleh 

responden terkait dengan jawaban ini adalah bahwa memang satuan polisi 

pamong praja telah menurunkan tim khusus yang diberikan tugas untuk 
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melakukan penjagaan clan penertiban di lokasi tempat mereka berjualan clan para 

pedagang juga mengakui bahwa proses negosiasi juga pemah di lakukan, dengan 

cara member peringatan kepada pedagang agar tidak berjualan lagi di lokasi 

terse but. 

Sementara untuk jawaban pada kategori "Cukup Berperan" jumlah rata­ 

rata responden yang memberikan jawaban pada kategori ini adalah sebanyak 31 

orang responden dengan persentase mencapai (62%). Dimana alasan yang 

diberikan PKL untuk jawaban pada kategori ini adalah mereka memang mengakui 

pemah diberikan peringatan oleh aparat untuk tidak berjualan di lokasi sepanjang 

Jl.Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, tetapi dengan alasan untuk mencari 

makan, clan lokasi tersebutlah yang ramai pembeli, maka mereka rela menjadi 

target operasi penertiban yang akan dilakukan oleh Personil Polisi Pol PP Kota 

Pekanbaru. 

Dan jawaban yang terakhir adalah jawaban pada kategori "Kurang 

Berperan" yang mana jawaban ini memiliki responden yang memilih dengan rata­ 

rata hanya ada 1 orang responden saja, dimana persentasenya adalah ( 5% ), clan 

adapun alasan yang diberikan oleh responden terhadap jawaban ini adalah bahwa 

mereka tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan penertiban clan juga teguran 

yang penulis tanyakan, hal ini di karenakan bahwa mereka masih barn melakukan 

aktivitas berjualan di lokasi tersebut. 

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis 

menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan pembentukan tim khusus yang 

menangani permasalahan tentang pelanggaran terhadap aturan dari perunclang- 
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undangan daerah memang sudah di laksanakan oleh aprat terkait dimana hal ini di 

pertegas dengan adanya susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

dengan Bidang Penanganan terhadap masing-masing pelanggaran yang dilakukan 

dilapangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja pun melakukan penertiban sesuasi 

dengan peraturan clan tidak semena-mena dengan arti kata bertindak secara 

manusiawi atau tidak bertindak anarkis. Dan fakta lain tentang pemberian teguran 

yang memang seharusnya dilakukan oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota 

Pekanbaru kepada PKL juga telah dilaksanakan dilapangan, akan tetapi hal yang 

menjadi kurang adalah pelaksanaan tersebut tidak dilakukan secara merata 

terhadap keseluruhan pedagang yang ada di lokasi, jadi hal inilah yang menjadi 

penyebabanya bahwa teguran tersebut tidak memberikan dampak kepada 

pedagang, karna mereka masih tetap berjualan di emperan atau trotoar jalan. Dan 

akhimya pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban, semua 

pedagan tanpa terkecuali juga ditertibkan atau dipindahkan secara paksa tanpa 

tindak anarkis. 

Dan proses penindakan atau penertiban dilapangan yang dilakukan oleh 

Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru berdasarkan penjelasan yang diberikan 

oleh satuan, mereka mengakui bahwa proses sudah dilakukan secara benar clan 

manusiawi, sehingga tidak ada yang salah dalam pelaksananannya, sementara hal 

yang terjadi dilapangan memberikan fakta bahwa pelaksanaan penertiban pemah 

mengalami bentrokan dengan Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru terhadap 

para PKL yang berjualan di sepanjang jalan Hr.Soebrantan Panam, khususnya di 

daerah persimpangan JL. Delima, hal ini dikarenakan lokasi tersbebut menjadi 
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salah satu pusat berkumpulnya para pedagang kaki lima, sehingga memang 

mengakibatkan kemacetan lalu lintas kama badan jalan dipenuhi pedagang dan 

pembeli. 

3. Peranan Sebagai Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial 
Masyarakat. 

Dalam hal ini, peran yang dimaksud adalah suatu individu, orgamsasi 

dapat bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat 

mempengruhi masyarakat sekitarnya untuk ikut menaati peraturan. Maksudnya 

adalah, di dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Personil Polisi Pol 

PP Kota Pekanbaru, sebelum melakukan penindakan, apakah pihak pemerintah 

sudah terlebih dahulu menyediakan opsi atau solusi untuk permasalahan yang di 

hadapi, karena pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah untuk 

mencari rezeky, dan kegiatan ini hanya perlu dilakukan pembinaan saja agar tidak 

menyalahi aturan yang berlaku, diluar dari proses penertipan yang dilakukan, 

tentunya beberapa pihak hams terlebih dahulu melakukan pendekatan untuk 

memberikan pemahaman kepada para pedagang kali lima (PKL) yang menjadi 

subjek pembinaan dan yang melakukan pelanggaran, dan proses ini dapat di 

laksanakan secara bersama sama, baik itu pihak kelurahan sebagai pemerintah 

yang berwenang di daerah kelurahan, ataupun pihak kecamatan sebagai 

pemerintahan di atasnya. Salah satu upaya-upaya yang dalam di lakukan adalah 

penyediaan tempat atau wadah bagi para pedagang kaki lima yang berjualan di 

tempat yang tidak semestinya (pinggir jalan), dan setelah tempat atau wadah 

untuk berjualan, barulah sosialisasi kembali di lakukan untuk mengajak para PKL 

pindah ke tempat yang lebih layak. dan untuk mengetahui situasi dilapangan, 
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maka penulis akan menyajikan basil penelitian penulis dalam bentuk penyebaran 

kuesioner clan wawancara seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel V.11 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Personil Terhadap 
Indikator Yang Terakhir. 

Kategori Ukuran 
No Sub Indiaktor Cukup Kurang Jumlah 

Berperan Berperan Berperan 

1 Melakukan Koordinasi 19 1 0 20 
(95%) (5%) (0%) (100%) 

2 Camat/Keluarahan lkut 20 0 0 20 
Serta Dalam Penertiban (100%) (0%) (0%) (100%) 

3 Camat/Kelurahan 15 5 0 20 
Melakukan Larangan (75%) (15%) (0%) (100%) 

4 Penyediaan Tempat 20 0 0 20 
(100%) (0%) (0%) (100%) 

5 Lokasi Yang Strategis 20 0 0 20 
(100%) (0%) (0%) (100%) 

6 Biaya/Sewa 20 0 0 20 
(100%) (0%) (0%) (100%) 

Jumlah 114 6 0 120 

Rata-Rata 19 1 0 20 

Persentase 95% 5% 0% 100% 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 

Berdasarkan penyajian basil penyebaran kuesioner yang terdapat pada 

tabel V.11 di atas, dapat di lihat jawaban-jawaban yang diberikan oleh masing- 

masing responden dari Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, dimana jawaban 

untuk kategori yang pertama yaitu jawaban "Berperan" adalah jawaban dengan 

jumlah responden paling dominan, dimana jumlah dari responden yang memiliki 

jawaban ini memiliki nilai rata-rata sebanyak 10 orang responden, dengan 

persentase (95% ), jawaban yang diberikan oleh responden personil satuan polisi 
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pamong praja di atas memiliki alasan yang juga di berikan oleh personil tersebut, 

dimana alasan mereka memilih jawaban dengan kategori "berperan" adalah 

dikarenakan pihak-pihak terkait yang penulis sebutkan telah terlebih dahulu 

melakukan pendekatan kepada para PKL sebelum akhimya dilakukan tindakan 

tegas berupa penertiban secara paksa, dan ketersediaan tempat juga telah di 

upayakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dimana dalam hal ini adalah Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Bidang Pasar), dan lokasi yang 

di berikan sebagai tempat untuk berjualan adalah di pasar pagi simpang arengka 

dan arean Giant Panam yang akhimya di tutup karena memang tidak ada 

pedagang kaki lima yang pindah ke lokasi tersebut. 

Jawaban selanjutnya adalah jawaban yang diberikan responden personil 

satuan polisi pamong praja kota pekanbaru pada kategori "Cukup Berperan", 

dimana jumlah responden pada jawaban ini hanya ada sebanyak 1 (satu) orang 

responden saja, dengan persentase (5%), dan untuk jawaban selanjutnya adalah 

jawaban pada kategori "Kurang Berperan" dan jawaban pada kategori ini tidak 

memiliki pilihan jawaban yang diberikan oleh responden peneltiian. 

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis 

akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari 

Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan 

jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat di gunakan untuk 

penyempumaan jawaban yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data 

kuesioner Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis 

lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan Bapak Desheriyanto, S.STP yang 
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menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil 

wawancaranya adalah sebagai berikut: 

"Koordinsasi yang dilakukan untuk mengtasi permasalahan PKL di 
Hr.Soebrantas ini sudah di upayakan kepada masing-masing pemangku 
jabatan, mulai dari Kecamatan sampai dengan Kelurahan, dan dalam 
prakteknya kita juga pemah melakukan sosialisasi secara bersama-sama 
turun kelapangan, dimana ini bagian dari tugas dan SOP juga, harus di 
damping oleh masing-masing lurah atau camat di daerah terdampak dari 
permasalahan PKL tersebut,". (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, 
Bapak Desheriyanto, S.STP) 

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong 

Praja terhadap masing-masing pemangku jabatan seperti lurah dan juga kecamatan 

tentunya memiliki dampak yang seharusnya di rasakan, apakah proses tersebut 

memberikan efek atau memang sama sekali tidak memberikan dampak apa apa 

terhadap permasalahan PKL di jalan Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, untuk 

memastikan hal tersebut, penulis kembali akan menyajikan hasil wawancara 

penulis dengan pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru yang dalam hal ini 

juga di wakilkan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang 

Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai 

berikut: 

"Sosialisasi yang dilakukan memang memiliki dampak, tetapi sifatnya 
hanya sementara, karna pada dasamya masyarakat yang berjualan itu 
kan tidak mau kehilangan pelanggan, dan salah satu kendala nya adalah 
masyarakat yang membeli juga tidak mau repot untuk mencari toko yang 
menjual dagangan yang di earl, ketika masyarakat melihat ada yang 
berjualan di pinggir jalan, maka mereka akan berhenti untuk membeli, hal 
seperti inilah yang menjadi penyebab permasalahannya, kama lokasi 
berjualan dan transaksi yang dilakukan itu persis di pinggir jalan, secara 
otomatis akan menganggu penggua jalan lain dan menghambat 
kelancaran lalu lintas jalan, jadi kalau pun proses sosialisasi yang 
dilakukan berdampak, saya rasa sifatnya hanya sementara, karna dalam 
hitungan hari saja, mereka akan kembali melakukan aktifitas dagang di 
lokasi tersebut". (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak 
Desheriyanto, S.STP) 
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Dari basil wawancara yang penulis dapatkan di atas, dapat di ambil 

kesimpulan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan memang tidak memiliki 

dampak yang mengacu kepada perubahan dan ketertiban, dimana para pedagang 

akan kembali melakukan aktifitas berjualan setelah beberapa waktu dari proses 

soisalisasi dan peringatan yang dilakukan, penulis menduga bahwa proses 

sosialisasi dan peringatan yang diberikan oleh pihak terkait tidak memberikan 

pilihan kepada PKL, sehingga mereka melakukan kembali aktifitas berjualan 

dilokasi yang sama, maksud dari pemyataan penulis adalah bahwa, seharusnya 

pemerintah memberikan pilihan kepada para pedagang agar mereka memiliki 

wadah atau tempat untuk mencari natkah melalui proses berjualan, dan untuk 

mengetahui proses ini di lakukan atau tidak, maka penulis akan mencoba 

menyajikan basil wawancara penulis dengan perwakilan Satuan Polisi Pamong 

Praja yaitu Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi 

Dan Ketertiban Masyarakat, adapun basil wawancaranya adalah sebagai berikut: 

"Solusi tetap kita berikan, kita sediakan lokasi berjualan, kita arahkan ke 
tempat-tempat yang di sediakan pemerintah, seperti pasar arengka, atau 
lebih dikenal dengan pasar pagi arengka, atau di daerah Pasar Pagi 
Selasa dan juga pemab disediakan lokasi khusus untuk para PKL di 
daerah kawasan Giant Panam, tetapi memang pada dasarnya para PKL 
tidak berminat untuk pindah dan selalu melakukan perlawanan jika kita 
mendatangi mereka, satuan polisi pamong praja selalu menjalankan tugas 
dengan berlandaskan kemanusiaan dan bersifat manusiawi dengan 
memberikan himbauan, arahan dan menyediakan sarana yang dibutuhkan, 
tetapi permasalahan dilapangan jauh lebih sulit untuk di jalankan karna 
ketidak sepahaman dengan para pedagang". (Wawancara Tanggal 24 
Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP) 

Penyajian basil wawancaranya selanjutnya berkaitan dengan permasalahan 

lokasi yang di sediakan, di sini penulis ingin menanyakan alasan kenapa pedagang 

tidak mau di pindahkan dari lokasi saat ini (pinggir jalan) ke lokasi yang 

disediakan oleh pemerintah kota Pekanbaru, apakah ada kaitannya dengan proses 
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retribusi yang memang memberatkan pedagang, untuk mengetahuinya, maka 

penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak Desheriyanto, 

S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun 

hasil wawancaranya adalah sebagai berikut: 

"Pada prinsipnya, biaya sewa lapak yang di sediakan pemerintah kota 
Pekanbaru itu biaya nya gratis, PKL yang mau pindah hanya di bebankan 
biaya retribusi kebersihan dan perawatan pasar nya saja, dan itu biaya nya 
sangat murah, saya sendiri lupa berapa tarif pasti nya, karna itu ranah dari 
Dinas Pasar, tetapi informasi yang saya dapat, biaya sewa lapak itu gratis 
untuk PKL yang memang mau di relokasi ke pasar yang di 
sediakan".(Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, 
S.STP) 

Dari hasil penelitian penyebaran kuesioner dan penyajian hasil wawancara 

di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses penertiban yang 

dilakukan oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru sudah melalui proses 

pendekatan terlebih dahulu, dan telah dilakukan dan diberikan solusi untuk 

permasalahan yang ada, tetapi permasalahan di lapangan adalah bahwa para 

pedagang kaki lima yang menjadi target operasi tidak setuju dengan opsi yang 

diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan juga pemerintah Kota 

Pekanbaru, hal ini tentunya menjadi penyebab tidak ditemukannya jalan keluar 

dari proses relokasi atau pemindahan terhadap pedagang kaki lima di sepanjang 

Jalan Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. 

Untuk mengetahui tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh pedagang 

kaki lima (PKL) di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam terhadap jawaban- 

jawaban yang diberikan oleh responden pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini 

Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, maka penulis juga akan menyajikan hasil 

penelitian penulis dengan penyebaran kuesioner yang penulis lakukan kepada para 
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PKL untuk mengetahui tanggapan clan situasi yang terjadi dilapangan, adapun 

basil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

Tabel V.12: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pedagang Kaki 
Lima Terhadap Indikator Peranan Juga Dapat Dikatan 
Sebagai Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial 
Masyarakat 

Kategori Ukuran 
No Sub Indiaktor Cukup Kurang Jumlah 

Berperan Berperan Berperan 

1 Melakukan Koordinasi 12 32 6 50 
(24%) (64%) (12%) (100%) 

2 Camat/Keluarahan lkut 14 25 11 50 
Serta Dalam Penertiban (28%) (50%) (22%) (100%) 

3 Camat/Kleurahan 8 33 9 50 
Melakukan Larangan (16%) (66%) (18%) (100%) 

4 Penyediaan Tempat 13 27 10 50 
(26%) (54%) (20%) (100%) 

5 Lokasi Yang Strategis 8 34 8 50 
(26%) (68%) (16%) (100%) 

6 Biaya!Sewa 23 24 3 50 
(46%) (48%) (6%) (100%) 

Jumlah 78 175 47 300 

Rata-Rata 13 29 8 50 

Persentase 26% 58% 16% 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 

Berdasarkan data di atas, penulis dapat dijelaskan bahwa jawaban yang 

telah diberikan oleh responden Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki jawaban 

pada masing-masing kategorinya, dimana jawaban pada kategori yang pertama 

yaitu kategori "Berperan" jumlah responden yang memberikan jawaban pada 

kategori ini memiliki jumlah dengan rata-rata sebanyak 13 orang responden dan 

persentase mencapai (26%) responden, adapun alasan pedagang kaki lima (PKL) 
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memberikan jawaban mereka pada kategori ini adalah dimana mereka mengakui 

bahwa pihak Camat dan juga Lu.rah setempat pemah memberikan peringatan atau 

himbauan kepada mereka untuk tidak berjualan di lokasi pinggir jalan (Simpang 

JI.Delima) panam kota Pekanbaru, dan mereka juga mengakuo bahwa pihak 

Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru pemah memberikan tawaran untuk 

pindah ke lokasi yang telah di sediakan, tetapi permintaan ini mereka tolak karena 

lokasinya yang sangat jauh dari tempat mereka berjualan saat ini, dimana apabila 

pindah ke lokasi tersebut, mereka takut akan kehilangan pelanggan dan juga 

mengeluarkan biaya operasional lebih banyak kama jarak lokasi dengan rumah 

pada pedagang cukup jauh. Dan berdasarkan pantaua penulis dilapangan, penulis 

menemukan fakta bahwa memang lokasi yang di tawarkan oleh pihah pemerintah 

Kota Pekanbaru untuk tempat PKL berjualan memang cukup jauh jarak nya dari 

lokasi saat ini. 

Jawaban pada kategori yang kedia yaitu "Cukup Berperan" jumlah 

responden Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memberikan jawaban untuk kategori 

ini memiliki rata-rata sebanyak 29 orang responden dengan persentase (58%), dan 

alasan yang diberikan oleh responden terkait dengan jawaban "Cukup Berperan" 

adalah dimana pihak pemerintah memang memberikan solusi untuk mereka agar 

tidak berjualan di pinggir jalan, tetapi pedagang menolak denga alasan bahwa 

mereka akan mengeluarkan biaya lebih apabila mau pindah ke lokasi yang 

disediakan, biaya ini termasuk untuk pembayaran retribusi, operasional lainnya 

kama jarak yang jauh dari rumah para pedagang, dengan alasan terse but pedagang 

terpaksa tidak memberikan tanggapan kepada pihak pemerintah pekanbaru atas 

tawaran yang diberikan dan terpaksa barns main kucing-kucingan dengan Satpol 

PP agar dapat berjualan di pinggi jalan Hr.Soebrantas Panam. 
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Sementara itu jawaban terakhir adalah jawaban pada kategori "Kurang 

Berperan" dimana jawaban ini memiliki responden dengan rata-rata sebanyak 8 

orang responden dan persentase mencapai ( 16% ), adapun alasan yang diberikan 

oleh pedagang kaki lima terhadap jawaban ini adalah dikarenakan mereka tidak 

mengetahui adalah tempat yang disediakan oleh pihak pemerintah Kota Pekanbaru 

terhadap mereka yang berjualan di pinggi jalan, clan belum pemah menerima 

penyuluhan maupun peringatan dari pihak-pihak yang penulis tanyakan yaitu 

pihak Satpol PP maupun pihak pemerintah setempat seperti Camat dan juga pihak 

Kelurahan. 

Berdasarkan basil observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa 

memang sudah dilakukannya koordinasi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja 

kepada pihak terakait yang ada disekitar daerah tempat berjualan pada pedagang 

kaki lima tersebut baik pihak dari kecamatan maupun kelurahan, Tetapi jika pihak 

kecamatan memberikan larangan kepada pedagang kaki lima tidak ada dilakukan 

hal ini berdasarkan dari observasi penulis di lapangan. Dan penulis menemukan 

fakta bahwa memang lokasi yang di sediakan untuk PKL melakukan jualan secara 

legal jarak nya cukup jauh dari lokasi saat ini mereka berjualan, hal tersebutlah 

yang menjadi alasan dari pedagang tidak mau pindah ketempat relokasi yang di 

sediakan, walaupun biaya sewa di gratiskan oleh pemerintah dan hanya di 

bebankan biaya retribusi kebersihan dan keamanan. 

C. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban 
Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: JI. HR. Soebrantas Panam Kota 
Pekanbaru) 

Pada pembahasan ini, penulis akan menyajikan basil rekapitulasi dari 

masing-masing indikator yang telah di bahas sebalumnya, dimana rekapitulasi ini 
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memberikan jawaban secara keseluruhan jawaban yang di peroleh baik dari 

responden personil satuan polisi pamong praja ataupun responden dari pedagang 

kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Hr.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, dari 

hasil rekapitulasi ini nantinya penulis dapat menarik kesimpulan terhadap hasil 

penelitian yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR.Soebrantas Panam Kota 

Pekanbaru. Dan pada tabel di bawah ini dapat di lihat hasil rekapitulasi akhir dari 

masing-rnasing indikator yang terdapat pada penelitian ini. 

Tabel V.13: Rekapitulasi Basil Akhir Tanggapan Responden Personil 
Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Penelitian Yang Berjudul 
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan 
Penertiban Pedagang Kaid Lima (Studi Kasus: JI. HR. 
Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) 

Kategori Ukuran 
No Indiaktor Cukup Kurang Jumlah 

Berperan Berperan Berperan 

Berhubungan Dengan Posisi 1 14 5 20 1 Atau Tempat Seseorang (5%) (70%) (25%) (100%) Dalam Masyarakat. 

Tentang Apa Yang Dapat 16 3 1 20 2 Dilakukan Dalam Masyarakat (80%) (15%) (5%) (100%) Sebagai Organisasi 

Perilaku Individu Yang 19 1 0 20 3 Penting Bagi Struktur Sosial (95%) (5%) (0%) (100%) Masyarakat 

Jumlah 36 18 6 60 

Rata-Rata 12 6 2 20 

Persentase 60% 30% 10% 100% 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 
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Berdasarkan basil rekapitulasi yang telah penulis sajikan pada tabel V.13 

di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden 

Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru memiliki jawaban yang ada pada masing­ 

masing kategori jawaban, clan untuk jawaban dengan kategori pertama yaitu 

"Berperan" jumlah responden personil yang memberikan jawaban pada kategori 

ini memiliki jurnlah rata-rata sebanyak 12 orang resonden dengan persentase 

sebanyak (600%), jumlah ini sekaligus menjadi jawaban paling dominan yang 

diberikan responden terhadap 3 jawaban yang menjadi pilihan, 

Jawaban selanjutnya adalah jawaban pada kategori "Cukup Berperan" 

dimana pada jawaban ini jumlah responden yang memberikan jawabannya 

memiliki rata-rata sebanyak 6 orang responden dengan persentase (30% ), dan 

jawaban selanjutnya adalah pada kategori "Kurang Berperan" memiliki rata-rata 

sebanyak 2 orang responden dengan persentase (10%). 

Berdasarkan jawaban di yang di dapat dari basil rekapitulasi di atas, 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru memberikan jawaban mereka dengan menyatakan bahwa pelaksanaan 

penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di jalan Hr.Soebrantas Panam 

Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan baik dimana jawaban untuk kategori 

ini adalah "Berperan" dalam menjalankan penertiban terhadap pedagang tersebut. 

Jawaban yang diperoleh dari basil penyebaran kuesioner di atas di dukung dengan 

basil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Personil Polisi Pol PP 

Kota Pekanbaru yaitu Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang 

Operasi Dan Ketertiban Masyarakat. Dimana dari basil wawancara yang telah 



93 

penulis lakukan dan di sajikan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa seluruh 

proses yang menjadi indikator dalam penelitian ini telah di lakukan, dengan 

demikian jawaban kesimpulan yang diberikan oleb responden Personil Satuan 

Polisi Pamong Praja ada pada kategori "Berperan". 

Selanjutnya penulis akan menyajikan basil rekapitulasi terbadap jawaban 

yang diberikan oleb responden pedagang kaki lima di jalan Hr.Soebrantas Panam 

Kota Pekanbaru, dimana basil rekapitulasi ini menjadi jawaban kesimpulan pada 

penelitian ini 

Tabel V.14 : Rekapitulasi Basil Akhir Tanggapan Responden Pedagang 
Kaki Lima Terkait Penelitian Yang Berjudul Peranan Satuan 
Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang 
Kaki Lima (Studi Kasus: JI. HR. Soebrantas Panam Kota 
Pekanbaru) 

Kategori Ukuran 
No lndiaktor Cukup Kurang Jumlah 

Berperan Berperan Berperan 

Posisi Atau Tempat 10 30 10 50 1 Seseorang Dalam (20%) (60%) (20%) (100%) Masyarakat 

Apa Yang Dapat 

2 Dilakukan Dalam 8 31 11 50 
Masyarakat Sebagai (16%) (62%) (22%) (100%) 
Organisasi 

Perilaku Individu Yang 13 29 8 50 3 Penting Bagi Struktur (26%) (58%) (16%) (100%) Sosial Masyarakat 

Jumlah 31 90 29 150 

Rata-Rata 10 30 10 50 

Persentase 20% 60% 20% 100% 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018 
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Berdasarkan basil rekapitulasi yang di sajikan pada tabel V.15 di atas, 

penulis dapat memberikan penjelasan bahwa responden pedagang kaki lima 

(PKL) telah memberikan jawabannya pada masing-masing pertanyaan yang di 

ajukan penulis, jawaban yang di dapat dari basil rekapitulasi ini menjadi jawaban 

kesimpulan pada penelitian ini. Dan adapun jawaban dengan ketegori pertama 

yaitu "Berperan" jurnlah rata-rata responden pedagang kaki lima yang 

memberikan jawabannya pada ketegori ini adalah sebanyak 10 orang responden 

dengan persentase (20%) responden, dan jawaban selanjutnya adalah jawaban 

yang diberikan responden pedagang kaki lima pada kategori "Cukup Berperan" 

dan jumlah rata-rata responden yang menjawab pada kategori ini adalah sebanyak 

30 orang responden dengan persentase (60%) responden, jawaban pada ketegori 

ini menjadi jawaban paling dominan yang diberikan oleh responden pedagang, 

dan juga menjadi kesimpulan pada penelitian ini. 

Dimana pada pelaksananya dilapangan, para pedagang memberikan alasan 

mereka pada jawaban ini dengan alasan bahwa sebenamya pihak Personil Polisi 

Pol PP Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya 

dalam menyediakan tempat untuk relokasi pedagang yang berjualan di pinggir 

jalan Hr.Soebrantas Panam, akan tetapi pedagang enggan untuk menuruti pindah 

ke lokasi yang disediakan dikarenakan jarak yang jauh dari tempat mereka 

berjualan saat ini, clan akan membutuhkan biaya tambahan untuk operasional, 

dengan alasan tersebutlah para pedagang kaki lima (PKL) rela curi-curi 

kesempatan untuk berjualan di pinggir jalan meskipun mengetahui resiko yang 

akan mereka terima yaitu mendapatkan tindakan penertiban dari Personil Polisi 
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Pol PP Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah jawaban pada kategori "Kurang 

Berperan" dimana jumlah rata-rata responden yang memberikan jawabannya pada 

kategori ini adalah sebanyak 10 orang responden dengan persentase (20% ). 

Dan untuk melengkapi jawaban-jawaban yang telah penulis sajikan di atas, 

penulis juga akan memberikan terkait dengan faktor-faktor yang menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan penertiban yang di lakukan oleh satuan polisi 

pamong praja kota pekanbaru, adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat 

tersebut adalah sebagai berikut: 

D. Faktor-Faktor Penghambat 

Proses pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah (Satpol PP) 

terhadap masyarakat tentunya melalui tahapan-tahapan yang memang akan 

menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, karna hal tersbut akan melibatkan 

banyak pihak dan bermacam-macam pemikiran, baik yang setuju dan tidak setuju 

dengan kebijakan tersebut dan untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi 

oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menjalankan proses 

penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Hr.Soebrantas Panam kota 

Pekanbaru, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan di bawah ini: 

1. Peranan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat 

Hambatan yang ditemukan dalam upaya pelaksanaan sosialisasi dan 

juga menjalankan proses penertiban yang sesuai dengan SOP adalah 

dimana masyarakat tidak mengindahkan proses-proses yang di 

lakukan oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, dimana 
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kegiatan sosialisasi sudah di lakukan beberapa kali dan juga diberikan 

tindakan peringatan yang melibatkan pemerintahan setempat seperti 

lurah, akan tetapi masyarakat memilih tetap melakukan aktivitas 

berdagang sehingga petugas satuan polisi pamong praja terpaksa 

melakukan tindakan penertiban secara paksa. 

2. Peranan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 
masarakat sebagai organisasi. 

Hambaratan yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam 

indikator yang ke 2 (dua) ini adalah dimana proses pelaksanaan 

teguran yang dilakukan tidak di lakukan masyarakat dan terus 

menempati area bahu jalan sebagai lokasi untuk berjualan.Serta Tidak 

memungkinkannya pihak Personil Polisi Pol PP Kota 

Pekanbarumelakukan penjagaan di sepanjang jalan Hr.Soebrantas 

Panam kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota 

Pekanbaru. Pelaksannya dilapangan memberikan fakta bahwa 

pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan 

beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau 

setelah petugas selesai melakukan patroli. 

3. Peranan Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 
masyarakat. 

Tidak memungkinkannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota 

Pekanbaru melakukan penjagaan di sepanjang jalan Hr.Soebrantas 

Panam kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber 
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Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota 

Pekanbaru. Pelaksannya dilapangan memberikan fakta bahwa 

pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan 

beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau 

setelah petugas selesai melakukan patroli. Serta Tidak ditemukannya 

kesepakatan antara Pemerintah kota Pekanbaru dengan para pedagang 

terkait dengan relokasi tempat berjualan yang disediakan oleh 

Pemerintah Pekanbaru, pedagang memilih untuk tetap berjualan di 

pinggi jalan meskipun akan mendapatkan tindakan tegas dari pihak 

Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru. Kendala yang dihadapi 

selanjutnya adalah kurangnya kesadaran yang di miliki masing­ 

masing individu baik pedagang maupun masyarakat yang menjadi 

pembeli dagangan PKL tersebut, kama pihak Personil Polisi Pol PP 

Kota Pekanbaruberanggapan jika masyarakat tidak membeli jualan 

para pedagang yang berjualan di pinggi jalan, maka mereka tidak akan 

bertahap untuk tetap berjualan di lokasi tersebut. 



BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan basil dari pengamat lakukan dilapangan dan telah dilengkapi 

dengan analisis serta dengan pembahasan basil pada masing-masing indikatomya. 

Maka penulis dapat kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis 

lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian,wawancara dengan key 

informan dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran 

kuisioner. 

1. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Berhubungan Dengan Posisi Atau 
Tempat Seseorang Dalam Masyarakat 

Dari basil tanggapan responden yang telah di sajikan pada bah 

sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jawaban yang paling 

dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang "Peranan meliputi 

norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam 

masyarakat" adalah jawaban dengan kategori "Cukup Berperan" dengan 

responden yang mencapai rata-rata 30 orang (60%). Jawaban ini memiliki alasan 

yang disampaikan oleh responden PKL yang penulis mintau keterangannya, 

dimana mereka beralasan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak memiliki solusi, seharusnya jika 

memang PKL tidak di izinkan berjualan di lokasi tersebut, harusnya pihak 

pemerintah kota pekanbaru menyediakan tempat untuk mereka berjualan dan tidak 

jauh dari lokasi tempat mereka berjualan sebelumnya, kama pada dasamya 
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pelanggan-pelanggan mereka sudah mengetahui bahwa mereka berjualan di lokasi 

tersebut, apabila nantinya akan menempati lokasi barn dan jauh dari lokasi 

sebelumnya, maka pedagang akan kehilangan pelanggannya. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam masarakat sebagai organisasi. 

Untuk kesimpulan yang dapat penulis tarik dari indikator yang ke 2 (dua) 

dimana basil yang penelitian telah di sajikan pada bab sebelumnya, maka jawaban 

kesimpulan yang di dapat pada indikator ini adalah jawaban dengan kategori 

"Cukup Berperan" dengan jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban 

pada kategori ini adalah sebanyak 31 orang responden dengan persentase 

mencapai (62%). Dimana alasan yang diberikan Pedagang Kaki Lima untuk 

jawaban pada kategori ini adalah mereka memang mengakui pemah diberikan 

peringatan oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru untuk tidak berjualan 

di lokasi sepanjang Jl.Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, tetapi dengan alasan 

untuk mencari makan, dan lokasi tersebutlah yang ramai pembeli, maka mereka 

rela menjadi target operasi penertiban yang akan dilakukan oleh satuan polisi 

pamong praja kota Pekanbaru. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 

Kesimpulan yang penulis dapatkan pada indikator yang ke 3 (tiga) adalah 

jawaban pada kategori "Cukup Berperan" dimana jumlah responden Pedagang 

Kaki Lima (PKL) yang memberikan jawaban untuk kategori ini memiliki rata-rata 

sebanyak 29 orang responden dengan persentase (58%), dan alasan yang diberikan 

oleh responden terkait dengan jawaban "Cukup Berperan" adalah dimana pihak 
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pemerintah memang memberikan solusi untuk mereka agar tidak berjualan di 

pinggir jalan, tetapi pedagang menolak denga alasan bahwa mereka akan 

mengeluarkan biaya lebih apabila mau pindah ke lokasi yang disediakan, biaya ini 

termasuk untuk pembayaran retribusi, operasional lainnya karna jarak yang jauh 

dari rumah para pedagang, dengan alasan tersebut pedagang terpaksa tidak 

memberikan tanggapan kepada pihak pemerintah pekanbaru atas tawaran yang 

diberikan dan terpaksa harus main kucing-kucingan dengan Satpol PP agar dapat 

berjualan di pinggi jalan Hr.Soebrantas Panam. 

Setelah ditemukannya kesimpulan pada pembahasan penelitian ini, maka 

penulis akan menyajikan kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban terhadap pedagang 

kaki lima di jalan Hr.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, dimana kendala-kendala 

yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

a. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Berhubungan Dengan Posisi Atau 
Tempat Seseorang Dalam Masyarakat 

Hambatan yang ditemukan dalam upaya pelaksanaan sosialisasi dan 

juga menjalankan proses penertiban yang sesuai dengan SOP adalah 

dimana masyarakat tidak mengindahkan proses-proses yang di 

lakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru, 

dimana kegiatan sosialisasi sudah di lakukan beberapa kali clan juga 

diberikan tindakan peringatan yang melibatkan pemerintahan setempat 

seperti lurah, akan tetapi masyarakat memilih tetap melakukan 

aktivitas berdagang sehingga petugas satuan polisi pamong praja 

terpaksa melakukan tindakan penertiban secara paksa. 
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b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam masarakat sebagai organisasi. 

Hambaratan yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam 

indikator yang ke 2 ( dua) ini adalah dimana proses pelaksanaan 

teguran yang dilakukan tidak di lakukan masyarakat clan terns 

menempati area bahu jalan sebagai lokasi untuk berjualan. Serta Tidak 

memungkinkannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru 

melakukan penjagaan di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam kota 

Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya 

Manusia yang dimiliki oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. 

Pelaksannya dilapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan 

bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas 

kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas 

selesai melakukan patroli. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 

Tidak memungkinkannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota 

Pekanbaru melakukan penjagaan di sepanjang jalan Hr. Soebrantas 

Panam kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. 

Pelaksannya dilapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan 

bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas 

kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas 

selesai melakukan patroli. Serta Tidak ditemukannya kesepakatan 

antara Pemerintah kota Pekanbaru dengan para pedagang terkait 

dengan relokasi tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah 
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Pekanbaru, pedagang memilih untuk tetap berjualan di pinggi jalan 

meskipun akan mendapatkan tindakan tegas dari pihak Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Pekanbaru. Kendala yang dihadapi selanjutnya 

adalah kurangnya kesadaran yang di miliki masing-masing individu 

baik pedagang maupun masyarakat yang menjadi pembeli dagangan 

PKL tersebut, kama pihak Polisi Pamong Praja beranggapan jika 

masyarakat tidak membeli jualan para pedagang yang berjualan di 

pinggi jalan, maka mereka tidak akan bertahap untuk tetap berjualan 

di lokasi tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan 

memberikan saran-saran yang mungkin dapat bennanfaat bagi pihak Satuan Polisi 

Pamong Praja kota Pekanbaru dan juga kepada pihak pedagang kaki lima (PKL) yang 

berjualan di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Dan adapun saran- 

saran yang ingin penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah penulis disebutkan di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki 
Lima (Studi Di Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru). 

Adapun saran yang penulis ingin berikan dalam pelaksanaan penertiban 

yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru adalah agar polisi 

pamong praja melakukan diskusi kembali dengan para pedagang kaki lima untuk 

mencari solusi dari masalah yang di hadapi, hal ini tentunya bertujuan agar tidak 

ada pihak yang merasa di rugikan atas tindakan-tindakan yang saling dilakukan, 

dan penulis juga menyarankan agar pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh 
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satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru mengedepankan norma-norma sosial 

seperti musyawarah terlebih dahulu dan menertibkan dengan cara yang damai 

tanpa harus adanya paksaan yang dapat menimbulkan kericuhan antara pedagang 

dan satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru. 

2. Saran penulis terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Malam Di 
Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. 

a. Penulis menyarankan agar pihak Satuan Polisi Pamong Praja melaukan 

tindakan penjagaan di jam-jam yang di anggap pedagang memulai aktivitas 

berdagang di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam Pekanbaru. 

b. Penulis menyarankan agar petugas melakukan tindakan pendekatan dalam 

proses pelaksanaan sosialisasi kepada pedagang kaki lima di jalan 

HR.Soebrantas Panam Pekanbaru, hal ini bertujuan agar pedagang merasa di 

hargai. 

Penulis menyarankan kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru agar 

menyediakan tempat atau lokasi berdagang bagi para pedagang kaki lima di jalan 

Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru yang tidak jauh dari lokasi mereka berjualan saat 

lill 
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Lampiran 1 

DAFT AR KUISIONER PENELITIAN TENT ANG 

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN 
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA 

STUD I KASUS : JALAN HR.SOEBRANTAS P ANAM PEKANBARU ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
No Responden I 

(Di isi oleh peneliti) �---� 

A. PEN GANT AR KUISIONER ANGKET 
Perihal 
Lampiran 

: Permohonan Pengisian Angket 
: Satu Berkas 
Kepada Yth. 
Bpk/lbu Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru. 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian kesarjanaan Strata 

Satu Ilmu Pemerintahan, maka saya memohon dengan segala hormat kepada Bapak/lbu 

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk mengisi angket yang telah 

di sediakan. 

Angket ini ditujukan semata-mata untuk mengumpulkan data clan informasi 

sehubung dengan penyusunan skripsi, maka dari itu informasi yang Bapak/lbu berikan 

akan dirahasiakan, saya harapkan Bapak/lbu memberikan jawaban sejujurnya dan 

informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini. 

Setiap jawaban yang di berikan merupakan bantuan yang tidak temilai harganya 

bagi penelitian ini. Atas perhatian clan bantuannya, saya mengucapkan terimakasih. 

Pekanbaru, Oktober 2018 
Hormat saya 

(Nusanif Faisal) 
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A. IDENTITAS PENELITI 

Nam.a 

NPM 

Jurusan 

Program Studi 

Fakultas 

Alam.at 

: Nusanif Faisal 

: 147310016 

: Ilmu Pemerintahan 

: Ilmu Pemerintahan 

: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

B. IDENTITASRESPONDEN 
Nam.a Responden 

Usia 

Jenis Kelamin 

Tingkat Pendidikan 

: a. 20-30 

: a. Laki-laki 

:a. SD 

b. SMP 

c. SLTA 

b. 31-40 c. 41-50 d.>50 

f. Strata 2 

b. Perempuan 

d. Diploma 

e. Strata 1 

C. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

1. Pilih salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/sdr anggap sesuai dengan pertanyaan 

dan member tanda ( x) pada jawaban Bapak/Ibu/sdr. 

2. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan hanya semata-mata di gunakan untuk 

mendapatkan data guna penyelesaian skripsi penulis. 

3. Mohon kiranya dalam pengisian kuisioner ini Bapak/Ibu memberikan jawaban 

berdasarkan fakta yang ada. 

4. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih. 
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D. RINCIAN KUISIONER 

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. 

1. Berdasarkan sepengetahuan Bapak/Ibu, Apakah selama ini pihak Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan Sosialisasi 
Tentang Peraturan Daerah terkait dengan kebijakan atau aturan yang harus di 
taati oleh pedagang kaki lima (PKL) khususnya di JL.Soebrantas Panam 
Kota Pekanbaru? 

A Terlaksana B. Cukup Terlaksana C. Kurang Terlaksana. 

2. Apakah kegiatan sosialisasi tersebur rutin dilakukan ? 

A Rutin B. Cukup Sering C. Tidak Rutin. 

3. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru? 

A Baik. B. Cukup Baik. C. Kurang Baik. 

4. Selain dari pelaksanaan sosialisasi, apakah pihak Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan penertiban ? 

A Terlaksana B. Cukup Terlaksana C. Kurang Terlaksana. 

5. Apakah pelaksanaan penertiban yang dilakukan sesuai dengan aturan yang 

diterapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru ? 

A Sesuai B. Ragu-Ragu C. Tidak Sesuai. 

6. Apakah Bapak/lbu mengetahui terkait dengan aturan atau SOP yang 

seharusnya menjadi acuan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh pihak 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ? 

A Sesuai B. Ragu-Ragu 
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2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masarakat sebagai organisasi. 

1. Apakah pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembentukan tim khusus 

di bidang penertiban pedagang kaki lima (PKL) Khususnya di JL.Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru ? 

A Dibentuk Tim Khusus. B. Ragu-Ragu C. Tidak Ada Tim. 

2. Apakah jumlah tim satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru sesuai dengan 

jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR.Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru ? 

A Sesuai B. Ragu-Ragu C. Tidak Sesuai 

3. Apakah Tim yang di bentuk bertindak secara manusiawi dan menghargai 

Pedagang Kaki Lima (PKL) ? 

A Iya B. Ragu-Ragu C. TidakAda 

4. Sebelum melakukan penertiban, apakah pihak satuan polisi pamong praja 

melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak Pedagang Kaki Lima di 

JL.Soebrantas Kota Pekanbaru? 

A Dilakukan Pendekata B. Ragu-Ragu C. Tidak Dilakukan. 

5. Apakah ada teguran yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja 

sebelum melakukan tindakan penertiban secara paksa ? 

A Dilakukan Teguran B. Ragu-Ragu C. Tidak Dilakukan. 

6. Apakah teguran yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) berdampak 

kepada jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang JL. 

HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru ? 

A Berdampak B. Ragu-Ragu 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 

1. Untuk melakukan penertiban clan mengurangi jumlah pedagang kaki lima yang 

berjualan di sepanjang JL.HR.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, apakah pihak 

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Koordinasi dengan pihak Camat atau 

Kelurahan di daerah tersebut? 

A Dilakukan Koordinasi. B. Ragu-Ragu C. Tidak Dilakukan. 

2. Apakah Camat/Kelurahan ikut serta melakukan penertiban ? 

A Ikut B. Ragu-Ragu C. Tidak Ikut. 

3. Apakah pihak Camat/Kelurahan pemah melakukan pelarangan terhadap 

Pedagang Kaki Lima untuk tidak berjualan di sepanjang jalan HR.Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru ? 

A Dilakukan Pelarangan B. Ragu-Ragu C. Tidak Dilakukan. 

4. Apakah ada upaya dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyediakan tempat 

bagi pedagang kaki lima untuk berjualan secara resmi clan tidak di pinggir jalan 

HR.Soebrantas Kota Pekanbaru? 

A Disediakan B. Ragu-Ragu C. Tidak Disediakan. 

5. Apakah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki 

lokasi yang strategis clan mudah di jangkau pengunjung atau pembeli ? 

A Strategis B. Cukup Strategis C. Tidak Strategis. 

6. Apakah Lokasi yang disediakan oleh Pemerintah kota Pekanbaru memiliki 

biaya sewa yang hams di bayar oleh Pedagang Kaki Lima ? 

A Dipungut Retribusi B. Ragu-Ragu 
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Lampiran2 

DAFT AR KUISIONER PENELITIAN TENT ANG 

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN 
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA 

STUD I KASUS : JALAN HR.SOEBRANTAS P ANAM PEKANBARU ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
No Responden I 

(Di isi oleh peneliti) �---� 

A. PEN GANT AR KUISIONER ANGKET 
Perihal 
Lampiran 

: Permohonan Pengisian Angket 
: Satu Berkas 
Kepada Yth. 
Bpk/lbu Pedagang Kaki Lima di JL.HR Soebrantas 
Panam Kota Pekanbaru. 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian kesarjanaan Strata 

Satu Ilmu Pemerintahan, maka saya memohon dengan segala hormat kepada Bapak/lbu 

Pedagang Kaki Lima di JL.HR Soebrantas Panam Kota Pekanbaru untuk mengisi 

angket yang telah di sediakan. 

Angket ini ditujukan semata-mata untuk mengumpulkan data clan informasi 

sehubung dengan penyusunan skripsi, maka dari itu informasi yang Bapak/lbu berikan 

akan dirahasiakan, saya harapkan Bapak/lbu memberikan jawaban sejujurnya dan 

informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini. 

Setiap jawaban yang di berikan merupakan bantuan yang tidak temilai harganya 

bagi penelitian ini. Atas perhatian clan bantuannya, saya mengucapkan terimakasih. 

Pekanbaru, Oktober 2018 
Hormat saya 

(Nusanif Faisal) 
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A. IDENTITAS PENELITI 

Nam.a 

NPM 

Jurusan 

Program Studi 

Fakultas 

Alam.at 

: Nusanif Faisal 

: 147310016 

: Ilmu Pemerintahan 

: Ilmu Pemerintahan 

: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

B. IDENTITASRESPONDEN 
Nam.a Responden 

Usia 

Jenis Kelamin 

Tingkat Pendidikan 

: a. 20-30 

: a. Laki-laki 

:a. SD 

b. SMP 

c. SLTA 

b. 31-40 c. 41-50 d.>50 

f. Strata 2 

b. Perempuan 

d. Diploma 

e. Strata 1 

C. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

1. Pilih salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/sdr anggap sesuai dengan pertanyaan 

dan member tanda ( x) pada jawaban Bapak/Ibu/sdr. 

2. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan hanya semata-mata di gunakan untuk 

mendapatkan data guna penyelesaian skripsi penulis. 

3. Mohon kiranya dalam pengisian kuisioner ini Bapak/Ibu memberikan jawaban 

berdasarkan fakta yang ada. 

4. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih. 
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D. RINCIAN KUISIONER 

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. 

1. Berdasarkan sepengetahuan Bapak/Ibu, Apakah selama ini pihak Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan Sosialisasi 
Tentang Peraturan Daerah terkait dengan kebijakan atau aturan yang hams di 
taati oleh pedagang kaki lima (PKL) khususnya di JL.Soebrantas Panam 
Kota Pekanbaru? 

A Terlaksana B. Cukup Terlaksana C. Kurang Terlaksana. 

2. Apakah kegiatan sosialisasi tersebur rutin dilakukan ? 

A Rutin B. Cukup Sering C. Tidak Rutin. 

3. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru? 

A Baik. B. Cukup Baik. C. Kurang Baik. 

4. Selain dari pelaksanaan sosialisasi, apakah pihak Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan penertiban ? 

A Terlaksana B. Cukup Terlaksana C. Kurang Terlaksana. 

5. Apakah pelaksanaan penertiban yang dilakukan sesuai dengan aturan yang 

diterapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru ? 

A Sesuai B. Ragu-Ragu C. Tidak Sesuai. 

6. Apakah Bapak/lbu mengetahui terkait dengan aturan atau SOP yang 

seharusnya menjadi acuan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh pihak 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ? 

A Sesuai B. Ragu-Ragu 
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2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masarakat sebagai organisasi. 

1. Apakah pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembentukan tim khusus 

di bidang penertiban pedagang kaki lima (PKL) Khususnya di JL.Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru ? 

A Dibentuk Tim Khusus. B. Ragu-Ragu C. Tidak Ada Tim. 

2. Apakah jumlah tim satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru sesuai dengan 

jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR.Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru ? 

A Sesuai B. Ragu-Ragu C. Tidak Sesuai 

3. Apakah Tim yang di bentuk bertindak secara manusiawi dan menghargai 

Pedagang Kaki Lima (PKL) ? 

A Iya B. Ragu-Ragu C. TidakAda 

4. Sebelum melakukan penertiban, apakah pihak satuan polisi pamong praja 

melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak Pedagang Kaki Lima di 

JL.Soebrantas Kota Pekanbaru? 

A Dilakukan Pendekata B. Ragu-Ragu C. Tidak Dilakukan. 

5. Apakah ada teguran yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja 

sebelum melakukan tindakan penertiban secara paksa ? 

A Dilakukan Teguran B. Ragu-Ragu C. Tidak Dilakukan. 

6. Apakah teguran yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) berdampak 

kepada jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang JL. 

HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru ? 

A Berdampak B. Ragu-Ragu 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 

1. Untuk melakukan penertiban clan mengurangi jumlah pedagang kaki lima yang 

berjualan di sepanjang JL.HR.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, apakah pihak 

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Koordinasi dengan pihak Camat atau 

Kelurahan di daerah tersebut? 

A Dilakukan Koordinasi. B. Ragu-Ragu C. Tidak Dilakukan. 

2. Apakah Camat/Kelurahan ikut serta melakukan penertiban ? 

A Ikut B. Ragu-Ragu C. Tidak Ikut. 

3. Apakah pihak Camat/Kelurahan pemah melakukan pelarangan terhadap 

Pedagang Kaki Lima untuk tidak berjualan di sepanjang jalan HR.Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru ? 

A Dilakukan Pelarangan B. Ragu-Ragu C. Tidak Dilakukan. 

4. Apakah ada upaya dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyediakan tempat 

bagi pedagang kaki lima untuk berjualan secara resmi clan tidak di pinggir jalan 

HR.Soebrantas Kota Pekanbaru? 

A Disediakan B. Ragu-Ragu C. Tidak Disediakan. 

5. Apakah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki 

lokasi yang strategis clan mudah di jangkau pengunjung atau pembeli ? 

A Strategis B. Cukup Strategis C. Tidak Strategis. 

6. Apakah Lokasi yang disediakan oleh Pemerintah kota Pekanbaru memiliki 

biaya sewa yang hams di bayar oleh Pedagang Kaki Lima ? 

A Dipungut Retribusi B. Ragu-Ragu 

143 

C. Tidak Ada Biaya. 



Lampiran3 

DAFT AR WA W ANCARA PENELITIAN TENT ANG 

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN 
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA 

STUD I KASUS : JALAN HR.SOEBRANTAS P ANAM PEKANBARU ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
No Responden I 

(Di isi oleh peneliti) �---� 

A. PEN GANT AR KUISIONER ANGKET 
Perihal 
Lampiran 

: Permohonan Pengisian Angket 
: Satu Berkas 
Kepada Yth. 
Bpk/lbu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru. 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian kesarjanaan Strata 

Satu Ilmu Pemerintahan, maka saya memohon dengan segala hormat kepada Bapak/lbu 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk bersedia memberikan 

informasi atau diwawancarai agar dapat mempermudah penulis dalam melakukan 

penelitian. 

wawancara ini ditujukan semata-mata untuk mengumpulkan data clan informasi 

sehubung dengan penyusunan skripsi, maka dari itu informasi yang Bapak/lbu berikan 

akan dirahasiakan, saya harapkan Bapak/lbu memberikan jawaban sejujurnya dan 

informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini. 

Setiap jawaban yang di berikan merupakan bantuan yang tidak temilai harganya 

bagi penelitian ini. Atas perhatian clan bantuannya, saya mengucapkan terimakasih. 

Pekanbaru, Oktober 2018 
Hormat saya 

(Nusanif Faisal) 
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DAFTAR WAWANCARA UNTUKKEPALA SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada pihak Satpol PP melakukan sosialisasi terkait 

Perda tentang penataan pedagang kaki lima kepada pelaku penjual di kaki lima 

khususnya di daerah panam ? 

2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang di lakukan oleh pihak Satpol PP Kota 

Pekanbaru terkait Perda penataan pedagang kaki lima ? 

3. Menurut Bapak/lbu, apakah pihak Satpol PP melakukan penertiban sesuai dengan 

SOP yang telah di tetapkan 

4. Bagaimana bentuk penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP terhadap 

pedagang kaki lima yang illegal ? 

5. Apakah ada tim khusus untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima di 

lapangan? 

6. Sanksi apa yang seharusnya diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan tentang Pedagang Kaki Lima di Jalan 

Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.? 

7. Apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru dengan pihak pemerintah setempat seperti Kecamatan/Kelurahan? 

8. Seperti apa bentuk Koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Pekanbaru? 

9. Sebelum melaksanakan penertiban, apakah ada kegiatan pemberian teguran kepada 

pedagang kaki lima ? 

10. Seperti apa bentuk teguran yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru? 

11. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja 

terhadap satuannya terkait dengan pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki 

Lima di JL. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. 

12. Apakah ada dokumentasi terkait dengan penertiban yang pemah di lakukan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap PKL ? 
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Lampiran4 

Rekap Telly : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (JI. Hr.Soebrantas Pekanbaru). 

Identitas Responden Pegawai Indikator Variabel 

Peranan meliputi norma-norma Peranan merupakan suatu Peranan juga dapat dikatakan 

No 
yang berhubungan dengan posisi konsep tentang apa yang dapat sebagai perilaku individu yang 

Nama J/K Umur Pendidikan atau tempat seseorang dalam dilakukan oleh individu dalam pen ting bagi struktur sosial 
masyarakat masarakat sebagai organisasi. masyarakat. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 A B B A A A A A A A A c A A B A A A 
2 A A A A A B A B A A A B A A A A A A 
3 A A A B A A B B A B B B B A A A A A 
4 A A A A A A A A A A A B A A A A A A 
5 A A A A A A A A A A A B A A A A A A 
6 A A A A A A A A A A A A A A B A A A 
7 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
9 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
11 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
12 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
13 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
14 A A A A A A A A A A A B A A A A A A 
15 A A A A A A A A A A A B A A B A A A 
16 A A A A A A A A A A A B A A B A A A 
17 A A A A A A A A A A A B A A B A A A 
18 A A A A A A A A A A A B A A A A A A 
19 A A A A A A A A A A A B A A A A A A 
20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
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Lampiran5 

Rekap Telly : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (JI. Hr.Soebrantas Pekanbaru). 

Identitas Responden Pedagang Kaki Lima Indikator Variabel 

Peranan meliputi norma-norma Peranan merupakan suatu Peranan juga dapat dikatakan 
yang berhubungan dengan posisi konsep tentang apa yang dapat sebagai perilaku individu yang 

No Nama J/K Umur Pendidikan atau tempat seseorang dalam dilakukan oleh individu dalam pen ting bagi struktur sosial 
masyarakat masarakat sebagai organisasi. masyarakat. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 B B c B c B B c B B A B c B B B c A 
2 B B c B B B B B B B B B B B B c c A 
3 B B A B c B B c A c c B B c A c B B 
4 B B c B B B B c B B B B B B B c c B 
5 B B c B B B c c B B B A B B B B B A 
6 B B A B B B B c A B B B B B A B B A 
7 A c B B B c B c B B B B B B B B c A 
8 B B c B B B B c B A B c B B B c c A 
9 A B A c B B B c B c B A B c B c c A 

10 A B B B c c B c B c c A B A B B B A 
11 B c B B c B B c A B B B A A A B B A 
12 c c B B c B c B A A B B A B B B c A 
13 B c B B c B c B B A B A B c B B B A 
14 c B B B c B A c A c B c c c c B B A 
15 c B B B B c A B B B B A B A A B A A 
16 B B B B c B c c B B A A A A A c B A 
17 B A B B c c B B B B B A A B B c c A 
18 B B B B c B B B B B c A A c B B A A 
19 A B B B c B B B B B c A A A B c B A 
20 B B B c B B B B B B B B B A B A B A 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

TENT ANG 

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN 
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA 

STUDI KASUS: JALAN HR. SOEBRANTAS PANAM KOTA PEKANBARU 

Keterangan : Dokumentasi penelitian penulis pada saat melakukan wawancara dengan 
Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi 
Dan Ketertiban Masyarakat. 
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Keterangan : Dokumentasi penelitian penulis dengan Bapak Desheriyanto, S.STP 
yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat. 

Keterangan : Dokumentasi penulis dengan personil Satpol PP Kota Pekanbaru. 
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Keterangan : Dokumentasi penulis dengan personil Satpol PP Kota Pekanbaru. 

Keterangan : Dokumentasi penulis dengan personil Satpol PP Kota Pekanbaru. 
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Keterangan : Dokumentasi penulis dengan personil Satpol PP Kota Pekanbaru. 

Keterangan : Dokumentasi pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru 
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Keterangan : Dokumentasi pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Keterangan : Dokumentasi pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru 
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I 
Keterangan : Dokumentasi pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi 

Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Keterangan : Dokumentasi pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru 
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Keterangan : Dokumentasi pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Keterangan : Dokumentasi pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru 

155 



Keterangan Dokumentasi penulis dengan pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan 
HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. 

Keterangan Dokumentasi penulis dengan pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan 
HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. 
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Lampiran 7 

SUJlAT KEPUTUSAN DEKAN FTSIPOL UIR 
Nomoc: 062 /UIR-FstKpts/2018 Tt.oi.og; 

PEI\'"E TAP i\N DOS F.N PF.M BIMD I NG P lj;NUL.1 SAN SKRI PS] MAH ASISW A 

MC'loimbung i. 

L 
1- 
3_ 
4_ 
�- 

llF.k: A. N FrSI P( )L U SR 
Bahwa wnuk 1n�ngaru.hkar1 rnahasiswa dalam rwnuli�1 sk.ripsi perlu d1fas.Bita1nri oleh Doscn 
p�mbLm hi n g; 
Bahw1t Dosen pcmb,mbing dimnk.a.lH.i pcrlu JitcUipk..in dalam betlbd.. sw-si keputusen Dd1.a.u 

I Jndsng-undang Nornor: IO tshun 200] tentang Slstem Pendidibn Nasional; 
�1uran Pemermtah Numor: 60 ta.hun l g'N Tt:ntan.g Sisiern Pendidikan Nasiunal; 
SK Mendikna5. No.045/I 111001 temsng Kuru:.u.h.m1 lnti })cntl.idikan "frnggi; 
SK RL:::J.: ror No. l 41.111 R/Kptsll009 te11t.ang Kuri kul urn Baru Fit:ipol U lR: 
SK Rckrnr No. I l 2/UlR'KPTS.12U 16 tentang Pemberhentian dBH Pengangkatan Dekan r:.iki.dl3£. 
dan rnrcktnr liascas.arjana UlR. masa bakti 20 l 6 ·102:0. 

MEMUTUSKAN 
OOM:n yang identita�,iya tertera berikut in�; 
T Narna ; Pm [ Dr. U, Yum Mumd� SrT ., M.E rum 

NfPtNPK ; 13 ]625385 
Panglrntl Jahaian ; IV /a Guru Besar 
Kooudukan � Pembimbini;: I 

II Nam:i 
1'..IP.'NPK 

; Data Wanbma,. S.Sos .. M. TT' 
: l 5DKl J 02048 

Pmigl;at/Ja.batari ; Hl/h- Ass. AJ:ili 
Kcdudu);ar1 ; Pem bi m h in11: IT 

Pada proses prnulisa.n skripsi mahasiswa ynng idc.-itiraSilY<l terrera berikut mi� 
Xama � Nusanif Faisal 
t-:PM .;. 1473 !0016 
Prn�m Stu.di 
Judul Skrips] 

� U.m u Pernerintahan _ 
: Per::i.nan Saiuan Po le� i Pil.Jrlcirlg: Praj a dalarn Pcnerri ban i\.'1.fagang 

Kak] L lllU! (StLJdi di Jalan HR Soebrantas Panam Kol.a Pckanbaru) 

Kutipan 

2- F-"embaglan dru1 pcleksanaan tugas Pembiuibing I dan Pembirubiug H tJerpNJom.11n kepada SK 
Oekan No. 001/h-UIR/Kpts-PKl:2010 te11hrng Pe.nh111gnm TllV'S Pcmbinthi11�111n dan 
PuhaUw n UI\ S k ripsi, da n Kertas Ke rj B Mah1.5is"·a Fis•po 1 UlR Pcka n hu. ru; 

:;_ Ktp11d11. Do.111!11 Pembimbing dibcrikfiu non.Mari um �csuai kdt::ntu.e.n yan� hedaku di Unt.; 
4_ Kqmtus.an ini mulai berlaku pada ta.ng_u.at JLl�tapkan dengau ketenman apabila terdapat 

kcsalahan di rn1,iin1ny• !iltgL-ra Jiperllail.;1 �im:,nm seharusnya, 
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Lampiran 8 

PE M ERi NT AH P ROVI NSI RIAU 
DJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Gedung Me nara i..arn;:ang Kuning La ruai I dan II Kot'1"1p. Kantor Gu bernur Riau 
JI. Jend, Su-dirman No. 460 Telp. (0761} 39064 Fa:i:.. {O 761) 39117 P E K A H B A R U 

Emai I : d pmpts p@riau .go. id 

REKQMENDASI 
Nomor: 503/DPMPTSPJNON IZIN-RISET/'14751 

TENTANG 

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET 
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI 

182010 
K epala Din..is Pen� n arnan Modal d an Pel�yan.a n T arpado Satu Pir--tu Provi nsi Ria u, setelan rn ernbaca 

Surat Permohon.a n R iset da ri : Oekan Fa ku lta s ti mu Sosi al dan II mu Pol itik U niversitas Is lam Ria u, N omor : 
1528/E-UI R/2 7-FS/201' 8 Tanggal 15 Okto her 2018. denoan ini me m oerik.a n rekorne n dasi k epada: 

1. Nama 
2. NIM I KTP 
3. Program Stucli 

4. Jenjang 

5. Alarnat 
6. Judul Penelitian 

7. Lok asi Penelitia n 

De11ga n Ketentu.rn sebaq ai be ri kw t: 

NUSSANIF FAISAL 
147310016 
ILMU PEMERINTAHAN 
S1 
PEKANBARU 
Perana n S atua n Pol is i P among Praj a Da I am Me la k u ka n Pen en i ban 
Ped agari g Kak i Lim a 
(Studi Kasus: Jal an HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru} 
KANTOR SATPOL PP 

1. Tid ak mel aku ka n kegiatan yang rnenyi rn pa ng daii ketentuan yang teta h d lteta pkan yang lida k ad.a hub u rtga n 
dengan kegiatan rni. 

2. Pela ksanaa n Kegiata n P enelitia n d an Pen gumpulan Data i ni berla n gsu n g sela ma 6 ( ens rn) bu la n terhitu n g mu Lai 
tan gg al rekomend asi ini d ibuat. 

Demi klan Rekomen dasl i ni diberl kan a gar d apat d igu n aka n sebaqai maria rnesti n ya dan kepa d a p iha k yang 
terl<:art di hara p kan untuk dapat me mberika n kemuda h an ca n membantu kelanca ran k.egiatan Pe nehlia n dan 
Peny um pul an Data i ni dan teri ma kas ih. 
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Dibuat di 
Pada Taripqsl 

Dflll 
'1'SP 

: Pekanbaru 
18 Oktober 2018 

01�i:lf'ld.:i.111r.,a11n• � � kl*=ll'Dr,it: Oklh:. 
l<EPIU..J\ mNAS F'E MI\Mll,MAN MOOA L. 
01\N Pa.AYANAN TE RPADU "SATU P:I toiTU 
PRO\l'iNSI fllAU 

!'V.t.J<:EFI TA, SI;. r.A Sl 
Pefflblna utarna Mudil 
NIP. 187206211 100703 2 D04 



Lampiran 9 

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. 1 FAX. !0761) 39399 PEK.t\NBARU 

REKOMENDASI PENELITIAN 
Nomor: 071/RKBP-RJ:KOl\1tl018/3"'65 ZJZU18 

Pcraruran \1�1eri Oalam N�eri N1Jmo1 6l Tilhun 20l 1 T�mmg Pt.doman 
Pencrbnan Rekomeudas i f'en�I i ti M. 

b Menimbang Rekom�ndasi dari Kepala Dinn renanarnan Modal ilim Pelayanan Terpadu S,uu 
Pinru Proviusi .R,jau.. nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RlSEJ/ 14751 tanggal 
23 Okiober 2018, pcrihnJ pelaksanaan \.¢g1f\tao PcnditilDl Riset./Pra Risct dim 
p.tngwnpuJan data unluk bahan Skrrpsi. 

Kepata lloo11n Kcsaroan {la.,;ig� dan Pollril.. Kota Pekanban, 1nc.mberil,.:au Rd�OU'.ldJJw;i kepadu 

"1!11'18 

NIM 

J\JlliS4Jl 
Jenjang 
Judul Pe11.:liU,, 

NUSS,\.."iJF J.·.u�.\ r. 
147310016 
FIS I POL t.1N1VE.RSrt'A".ol {SLAM RIAl I 
ILMU PEMERJNT .J\HAl'II 
Sl 
PF..RA�AN SA TU.'N POUSI PAMONG PRAJA hALAM 
Mf.LAKUI\AN P[NEJl1"18A� P.tDAGANAG KAKI LIMA (STUDI 
K..4.Sl1S JAi.AN HR. SOE.BRA,'llrjTMi PANAl\1 KOTA 

·· PEKANBARU) 
r Lokasi Penal\WLD t ��NWR SATI.JA .. x POUSI PAMONG PRAJA KOTA fElv\NBA!lU 

Dengan k etentuan scbllgai beri lrut 

5 
6 

I 
2 
3 .. 

tidak metal-u.kan lieg1a1an �1ffi¥ mcoyi:rrtpan� dari ketemum1 yang relah di11m1pkan yang tidal. fida 
hubungan dcngan �cgiatim Ri�c:t1Pn1 Ri�c:WC'll�lnian duo �ngump11l11n data ini. 

i Pelaksanaan keogi11Jan m�1 ini bethntgSu.ng selama l tdna) hulan terh iruDg m11hti tan£gal 
Rekomendasi ini dibuat. 

3 lk,-pakaiai1 sopan, mematuhi eriku kanwr/l°"-its• peneliuan, bersedia rnernnggalkan O,oto copy 
K8ttu Tenda Pengenal 

4 Men�·ompaikan hesil Riser 1 (satu) ranr.1..ap kepada �ad1u1 Kesatuun Bangsa dan Polttik Kota 
Pekanbaru sesu.it pasal 23 PER..\tEN"DAGRi No, M Tanull 1011 

Dcmikian Rekornendasi ini dibuat untuk dipcrgunakun sebagarmana ff'IC!ltir,)'11 

Pekanbaru, 24 Oktobc:r W18 

8.D. KE PALA ll_i\DAh I...K�ATU AN R.� 7':GSA 
OA 'i. rtii,Jm:-·,;,..'1"7L 

. r':- • �u.-,h.J. 
• .I 

I 
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Lampiran 10 

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Jalan Jenderal Sudlrman Telepon 31543 - 38765 
PEKANBARU - 28126 

SURAT KETERANGAN RISET 
Nomor: 423.6/POL.PP-SE�. 

.!' • 

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Po1itik 'Nomor 
071/BKBP-REKOM/2018/3465 Tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan 
bahwa yang bemama : 

Nam a 

NIM 

Fakultas 

Jurusan 

: NUSSANIF FAISAL 

: 147310016 

: FISIPOL UNIVERSIT AS ISLAM RIAU 

: S. l ILMU PEMERINTAHAN 

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi : 

"PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN 
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS : JALAN 
HR.SOEBRANTAS PANAM KOTA PEKANBARU) 

Demikian Surat Keterangan Riset/Penelitian ini kami keluarkan supaya dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 

Pekanbaru, 29 Oktober 2018 
An.KEPALkSAWAN POLISI P AMONG PRAJA 

b,,\C� -; 

t�/� ·>-AV:U:.K.tNBARU 
r ·..,tf--·--- _ . ., .. -_J 

t -r r} .:'\" .. >"'" . 
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